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Universitas Bakrie, yang memberikan dukungan dan fasilitas
dalam penerbitan Buku ini. Ucapan terima kasih disampaikan
pula kepada kolega, para pakar di bidang Knowledge
Management dan e-Government khususnya kepada AISINDO
yang telah memberikan masukan untuk kekurangan materi dan
konten terkait SPBE. Terima kasih setinggi-tingginya
disampaikan kepada para pemateri bidang Ketahanan Nasional
sehingga penulis dapat mengupas dari perspektif Astagatra dan
Sistem Manajemen Nasional. Secara khusus disampaikan untuk
beberapa kolega dari instansi dan lembaga serta evaluator
SPBE yang telah memperkaya khasanah dan keilmuan bagi
penulis serta dukungan dalam pencarian data terkait laporan
ataupun artikel dan jurnal tentang SPBE di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih pula kepada seluruh
pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini. Harapan
kami, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi
para pengambil kebijakan dan seluruh pemangku kepentingan
dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan di
Indonesia. Semoga karya ini memberikan manfaat nyata dalam
mendukung pemanfaatan Knowledge Management dan e-
Government mencapai transformasi digitalisasi tata kelola
pemerintahan secara optimal sehingga era Knowledge Society
5.0 dapat dihadapi dengan semakin baik di masa depan.
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Pertama-tama, saya ucapkan selamat kepada Prof. Dr. Siti
Rohajawati, S.Kom., M.Kom., CISDV, Marsma TNI (Purn.) Surya
Dharma, S.I.P., dan Dr. Puji Rahayu atas terbitnya karya buku
“Sinergitas Knowledge Management dan e-Government di Era
Knowledge Society 5.0 Strategi Mewujudkan Good Governance”.

Di masa disrupsi dan perkembangan pesat teknologi saat ini,
transformasi digital pemerintahan sudah menjadi sebuah kepastian
dan keharusan. Berbagai disrupsi dunia seperti pandemi COVID,
perang Ukraina, dan perang dagang Amerika semakin mengharuskan
setiap negara meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik,
investasi, dan operasional pemerintahan melalui teknologi digital. Buku
ini memberikan gambaran komprehensif tentang transformasi digital di
instansi pusat dan pemerintah daerah (IPPD) di Indonesia yang
sedang berjalan, dari mulai latar belakang mengapa perlu Sinergi
Knowledge Management dan e-Government yang diuraikan secara
komprehensif.

Saya, mewakili Asosiasi Sistem Informasi Indonesia (AISINDO)
yang merupakan salah satu chapter dari 53 Chapter Association for
Information Systems (AIS) global menyampaikan dukungan bagi
setiap inisiatif transformasi digital di Indonesia. Kami juga merasa
bangga atas sumbangsih ide, pikiran, dan pengetahuan Prof. Dr. Siti
Rohajawati, S.Kom., M.Kom., CISDV, yang juga merupakan Vice
President |l AISINDO, bagi perkembangan digitalisasi pemerintahan di
Indonesia. Semoga buku ini dapat dibaca oleh banyak pemangku
kepentingan pemerintahan di Indonesia dan dapat mewarnai kebijakan
dan strategi pemerintah digital di Indonesia. Sukses selalu dan Terima
Kasih!

Tony D. Susanto, Ph.D. (ITIL,

ASSOCIATION FOR COBIT, TOGAF)
,',',‘d':,‘,:g‘s':’;‘g,'g,{‘e,s"m'“s Chapter President, Association for
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Buku ini memberikan wawasan komprehensif dan aplikatif yang
berbasis pada data mengenai sinergitas bidang Knowledge
Management dan praktiknya melalui e-Gov dalam mewujudkan Good
Governance di era Knowledge Society 5.0 di Indonesia. Buku disusun
dengan uraian yang mudah dicerna dan dipahami oleh berbagai
kalangan baik akademisi, praktisi, maupun stakeholder dan pemangku
kepentingan. Buku ini dapat menjadi inspirasi bagi pelaksana,
pengelola, dan pengembang SPBE di Indonesia. Selain itu buku juga
dapat menjadi referensi penting dalam penyusunan peta jalan
pengembangan KM dan e-Gov dengan sistem cerdas oleh pengambil
kebijakan serta pemangku kepentingan bahkan praktisi yang ingin
mendorong tata kelola pemerintahan digital yang lebih efektif, efisien,
transparan, dan inklusif di era Knowledge Society 5.0.

Habibullah Akbar, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Evaluator SPBE Nasional

Buku ini memotret perjalanan panjang implementasi SPBE di
Indonesia, mulai dari pondasi regulasi penting, seperti Inpres No. 3
Tahun 2003 hingga Perpres No. 82 Tahun 2023, hingga potret kondisi
terkini pelaksanaannya di berbagai kementerian, lembaga, dan
pemerintah daerah. Analisis trend indeks SPBE 2018-2023, studi
komparatif internasional dengan negara-negara seperti Norwegia,
Belanda, dan Afrika Selatan, serta identifikasi praktik baik di daerah
menjadi kekuatan tersendiri dari buku ini. Tidak hanya itu, rekomendasi
strategis yang mencakup aspek manajerial, teknologi, kebijakan, dan
kolaborasi multipihak semakin memperkaya isinya. Yang sangat
berharga, buku ini tidak berhenti pada kajian dan ulasan berbagai
artikel dan jurnal, tetapi juga menyusun tahapan sinergitas KM dan e-
Gov dalam siklus pengembangan seperti SECI.

Di sini diberikan rekomendasi konkret bagi berbagai instansi,
termasuk integrasi sistem antar-kementerian, pemanfaatan teknologi
untuk peningkatan layanan publik, percepatan infrastruktur TIK, literasi
digital, keamanan siber, hingga penguatan sinergi lintas sektor,
daerah, dan masyarakat. Dengan rekomendasi ini, diharapkan setiap
instansi dapat berkontribusi secara optimal dalam mewujudkan good
government dan good governance melalui implementasi SPBE,
sehingga tercipta sinergi dan integrasi KM dan e-Gov yang kuat untuk
menciptakan koordinasi antar-pemangku kepentingan dan tujuan
transformasi digital sepenuhnya di era knowledge society 5.0.
“Perubahan bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga soal mindset,
komitmen, dan keberanian untuk bertransformasi. Transformasi digital
dalam pemerintahan adalah wujud nyata dari tekad kita untuk
menjadikan Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. SPBE bukan



hanya tentang mempercepat layanan, tetapi juga tentang membangun
pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada
kebutuhan rakyat. Inilah momentum kita untuk tidak hanya beradaptasi
dengan perubahan, tetapi menjadi pendorong utama perubahan itu
sendiri. Mari bersama-sama membangun pemerintahan yang tidak
hanya lebih canggih secara digital, tetapi juga lebih bijak, lebih
mendengar, dan lebih melayani, demi Indonesia yang lebih baik, lebih
kuat, dan lebih sejahtera.”

Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada
seluruh penulis, kontributor, dan pihak yang terlibat dalam penyusunan
buku ini. Kehadiran buku ini tidak hanya sebagai referensi, tetapi juga
sebagai panduan praktis bagi pemangku kepentingan di tingkat pusat
maupun daerah dalam mengakselerasi implementasi KM dan e-Gov
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inklusif,
transparan, dan akuntabel. Semoga buku ini dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan tata kelola
pemerintahan di Indonesia, serta menjadi pemantik semangat kita
bersama untuk terus berinovasi demi pelayanan publik yang lebih baik.

Dr. Elin Cahyaningsih, S.Kom., M.M.S.I.
Tim SPBE/Analis SDM-BKN



PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas rahmat dan karunia-Nya buku ini dapat tersusun
dengan baik yang berjudul "Sinergitas Knowledge Management
dan e-Government di Era Knowledge Society 5.0 Strategi
Mewujudkan Good Governance”. Buku ini merupakan hasil dari
pemikiran dan pandangan atas perkembangan digitalisasi
pemerintahan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain perkembangan TIK telah membawa
transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk
dalam tata kelola pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah
menginisiasi berbagai kebijakan untuk mendukung e-Gov,
namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai
tantangan terutama dalam memanfaatkan Knowledge
Management (KM). Buku ini hadir sebagai upaya memberikan
alternatif  solusi dan rekomendasi strategis dalam
mengintegrasikan bidang KM dengan e-Gov sebagai salah satu
instrumen menuju Good Governance.

Dalam buku ini disajikan beberapa istilah yang umum
terkait e-Government yang lebih dikenal dengan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, istilah e-Gov
digunakan untuk menunjukkan sebuah sistem pemerintahan
digital secara global, sedangkan SPBE menunjuk pada
penerapan di Indonesia. Tiga Penulis telah menuangkan ide dan
pemikiran guna memberikan rekomendasi dan mencari solusi
untuk memanfaatkan KM dan e-Gov dalam konteks SPBE di
Indonesia dengan analisis aspek PESTEL, Asta Gatra dan
Sistem Manajemen Nasional (Sismenas).

Kami memiliki visioner bagaimana memadukan kekuatan
teknologi sistem cerdas melalui KM dan e-Gov global menjadi
SPBE yang sistematis dan komprehensif. Bab-bab menjelaskan
pentingnya KM dan e-Gov secara komprehensif. Integrasi KM
dan e-Gov akan mengalami siklus dan menjadi proses yang
berkelanjutan sehingga tidak akan pernah berakhir, sebaliknya,
akhir adalah perjalanan proses awal yang baru, yang membawa
organisasi menuju yang lebih baik sebuah tata kelola
pemerintahan yang baik (good government dan governance),
yang kami uraikan sebagai berikut.



Akhir kata, tiada gading yang tak retak, segala
kekurangan dalam tulisan ini sebagai bentuk proses
pembelajaran agar dapat terus ditingkatkan baik dari sisi kualitas
maupun kredibilitasnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan
kritik dan saran yang membangun demi kemajuan transformasi
digital di era Knowledge Society 5.0 di Indonesia. Selain itu kami
akan terus motivasi diri dalam mengeluarkan karya lain dan
menyebarluaskan pemikiran untuk masa datang.



DAFTARIISI

UCAPAN TERIMA KASIH. ... v
KATA SAMBUTAN ..o v
PRAK AT A s iX
DAFTAR IS ... Xi
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH......oooo Xiv
DAFTAR TABEL ...coiiiiiiiieeeee et XVi
DAFTAR GAMBAR ... XVi
BAB I. ERA KNOWLEDGE SOCIETY 5.0 ..ovvvvviiiiiiiiiiiiieeeeee 1
1.1. Peran dan Tugas Tim Koordinasi Nasional SPBE .............. 6

1.2. Sekilas Ulasan Buku Putih Transformasi Digital Indonesia.9
1.3. Pemahaman Istilah ...............ccocoiiiiiiis 11
1.4. Daftar Pustaka ..o 14
BAB 1l. PERAN KNOWLEDGE MANAGEMENT DALAM E-

GOVERNMENT ...t 18
2.1. Integrasi Knowledge Management dan e-Government.....19
2.2. Siklus Knowledge Management dan e-Government......... 24
2.3. Tantangan dan Faktor Keberhasilan................................. 29
2.4, Daftar PUSIAKA .........uuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 35
BAB 11l. KEBIJAKAN NASIONAL .......cccviiiieiiiiiee e 38
3.1. Peraturan Perundang-Undangan .........cccccccceeviiiiinnnnnnn. 39
3.2. Tantangan dan Permasalahan Kebijakan......................... 44

xi



3.2. Daftar PUStaKa ... 55
BAB |V. SINERGI KNOWLEDGE MANAGEMENT DAN E-

GOVERNMENT ... 58
4.1. Pemenuhan Good Government dan Governance.......... 60
4.2. Dukungan dan Komitmen Pemerintah........................... 62
4.3. Representasi Aspek PESTEL .........cccocciiiiiiiiiiiin. 63
4.4. Representasi Aspek Asta Gatra............cceeeevviiiiiicieiiinnnnnn. 72
4.5. Representasi Aspek SISMENAS...........ccccooiiiiiiiiiiiinnnnn. 78
4.6. Daftar Pustaka ... 92

BAB V. MONITORING, EVALUASI, DAN KEBERLANJUTAN E-

GOVERNMENT ...ttt 94
5.1. Monitoring Pelaksanaan SPBE ..............cccccoceiiiiiiiiiininenn, 95
5.1. Evaluasi Kinerja SPBE di Indonesia ............ccccceeeeeieeennn. 105
5.3. Keberlanjutan e-Government...............cccccoovveeeieieeennnnnnnn, 106
5.3. Daftar Pustaka ..............uuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 114
BAB VI. INOVASI DAN PRAKTIK TERBAIK..........ccccevrennee 120
6.1. Praktik Terbaik Global...............c.ccoooiiiiiiis 121

6.2. Representasi Kawasan Global, Regional dan Nasional..121

6.2.1. Kawasan Global..........ccoooeeimoiee e 122
6.2.2. Kawasan Regional ................euveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnne 126
6.2.3. Kawasan Nasional.......cccooeieeiieeeee e 128

Xii



6.3. Langkah Adopsi Praktit Terbaik (Best Practice).............. 131
6.3. Daftar Pustaka ... 132

BAB VI. REKOMENDASI SINERGI KNOWLEDGE

MANAGEMENT DAN E-GOVERNMENT ........ccoooviiiiiienanns 134
7.1. Tahapan Sinergi KM dan e-GoV ............cccccuvvemiiiiiinnnnnnnne 134
7.2. Sinergi Good Government dan Governance.................... 137
7.3. Daftar Pustaka ..............uuvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 142
BIOGRAFI PENULIS ... 143

Xiii



DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Artificial Intelligent (Al)
Central Digital and Data Office (CDDO)
Chief Digital Officer (CDO)
Computer Emergency Response Team (CERT)
Control Objective Based Information Technology (COBIT)
Dana Alokasi Khusus (DAK)
Decision Tree (DL)
Deep Learning (DL)
Digital Government Academy (DGA)
e-Government (e-Gov)
e-Government Development Index (EDGI)
General Data Protection Regulation (GDPR)
Government Data Exchange (GDX)
Government Digital Service (DGS)
Government Enterprise Architecture (GEA)
Government Technology (Govtech)
Human Capital Index (HCI).
Identitas Kependudukan Digital (IKD),
Indeks Desa Membangun (IDM)
Internet of Things (IoT)
Key Performance Indicators (KPIs)
Knowledge Management (KM)
Knowledge Society 5.0 (KS50)
Machine Learning (ML)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi
(MenpanRB)

Online Services Index (OSlI),

Xiv



Pendapatan Domestik Bruto (PDB)

Pengembangan Digital Indonesia (DPI)

Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital (DEFA)

Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal
(PESTEL)

Public-Private Partnership (PPP)

Pusat Data Nasional (PDN)

Satu Data Indonesia (SDI)

Sistem Manajemen Nasional (Sismenas)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Socialization, Externalization, Combination, Internalization (SECI)
Software-Defined Networks (SDN)

Sumber Daya Manusia (SDM)

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Telecommunication Infrastructure Index (TII),

The Open Group Architecture Framework Architecture Development
Method (TOGAF ADM)

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

United Nations (PBB)

United Nations E-Government Development Index (EGDI)

United States Agency for International Development (USAID)
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

User Experience Audit (UED)

User-Centered Design (UCD)

Zero Trust Architecture (ZTA)

XV



DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1 Rincian nilai index SPBE dan Instansi yang dinilai .......... 95
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 Jumlah artikel publikasi KM tahun 2001-2024 ............. 20

Gambar 2. 2 Global KM Market Size and Forecast 2022-2033 ........ 21
Gambar 5. 1 Indeks SPBE Nasional ..........c.oveeoveoiieieeeeaee 94

Gambar 5. 2 Penilaian skor SPBE Provinsi Tahun 2023 .................. 96

Xvi



BAB |I. ERA KNOWLEDGE SOCIETY 5.0

Perubahan teknologi digital telah mengubah proses
pelayanan pemerintahan tidak hanya tentang informasi tetapi
juga pengetahuan agar mendukung kebijakan pelayanan publik.
Pemerintah dituntut untuk bekerja lebih efisien, transparan, dan
responsif, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK). Fungsi pemerintahan dalam pelayanan publik masih terus
ditingkatkan dalam bentuk e-Government (e-Gov) (Heeks, 2006;
UN, 2020).

Di sisi lain pengelolaan pengetahuan atau Knowledge
Management (KM) dimanfaatkan semakin luas termasuk dalam
e-Gov untuk lebih optimal. KM berperan penting dalam menjamin
pengetahuan dalam organisasi tidak sekedar terdokumentasi,
tetapi dimanfaatkan secara aktif untuk pengambilan keputusan
dan peningkatan layanan (Dalkir, 2017). Dalam birokrasi,
pengetahuan bersifat dinamis dan sering kali tersebar dalam
bentuk tacit knowledge yang dimiliki individu. Contoh, saat
pegawai berpindah tugas, dimutasi, atau dirotasi bahkan
pension. Pegawai tersebut akan membawa pengetahuan dan
akhirnya bisa lenyap jika belum dialihkan serta dikelola dengan
baik.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi sekarang dikenal
istilah Knowledge Society 5.0 (KS50). Di sini pemanfaatan TIK
telah banyak mengubah proses kehidupan bermasyarakat
terutama pada tata kelola pemerintahan. Awalnya proses

didominasi secara manual dengan birokrasi yang panjang,

1



namun kini dilakukan melalui transformasi digital e-Gov atau
dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE). Tujuan utama SPBE adalah untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk memberikan

pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau.

Di Indonesia, e-Gov atau SPBE dimulai sejak tahun 2003
dan diatur oleh berbagai kebijakan. Regulasi dan kebijakan ini
berperan dalam menciptakan koordinasi dan integrasi antar
instansi untuk mewujudkan pemerintahan yang modern,
responsif, dan inklusif. KS50 pun telah mengubah proses
pelayanan pemerintahan lebih dinamis guna mencapai
pembangunan nasional serta mewujudkan Good Government
dan Good Governance. Namun, meskipun inisiatif dan kebijakan
telah digulirkan, e-Gov masih menghadapi berbagai tantangan.
Seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, rendahnya
kapasitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur TIK yang
belum merata, serta isu-isu terkait keamanan data dan privasi
yang krusial karenanya e-Gov belumlah optimal. Bahkan terjadi
perbedaan kesiapan antara pemerintah pusat dan daerah
sehingga manfaat e-Gov belum seragam dan bahkan berpotensi

memperlambat transformasi digital.

e-Gov seyogyanya dapat menghadirkan peluang besar
bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas layanan
publik. Keberhasilan e-Gov bergantung pada komitmen

pemerintah dalam mengatasi permasalahan perubahan dan



peningkatan kapasitas teknologi serta penguatan regulasi yang
lebih adaptif terhadap dinamika TIK. Selain itu, transformasi
digital memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi global.

Indonesia akan memiliki peluang besar untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang signifikan menjadi Good
Governance dengan penerapan teknologi digital yang tepat.
Menteri PANRB 2024 (MenpanRB, 2025), melalui Perpres No.
82 tahun 2023 menyatakan ingin mempercepat dan memastikan
keberlanjutan proses transformasi digital di Indonesia melalui
pengembangan digital Indonesia (DPI). Perpres ini mendukung
SPBE karena tim yang dibentuk "Govtech" bertugas untuk
memastikan  kesinambungan dan optimalisasi potensi
pemerintah digital. Perpres juga menyoroti pentingnya integrasi

layanan digital nasional (BPK, 2023).

Penerapan GovTech harus berfokus pada integrasi,
interoperabilitas, keselarasan layanan yang diimplementasikan
melalui aplikasi SPBE. Laporan e-Government Development
Index (EDGI) tahun 2022 raihan nilai Indonesia adalah 0.7557
menempati rangking 77 dunia. EGDI ini adalah indeks yang
dikeluarkan oleh United Nations (PBB) untuk mengukur
perkembangan e-Gov di seluruh dunia dengan tiga komponen
utama: online services index (OSl), telecommunication

infrastructure index (TIl), dan human capital index (HCI).

Nilai tertinggi indeks adalah 1,0 dan sudah lebih dari 20

negara telah memiliki nilai indeks lebih dari 0,9. Negara-negara

3



tersebut memiliki tim khusus digital pemerintah yang dikenal
sebagai GovTech. Tim Govtech akan melakukan integrasi
layanan digital dengan standarisasi yang disiapkan dalam
sebuah ekosistem digital. Di negara Inggris, GovTech dikenal
sebagai Government Digital Service (DGS) dan kementerian
yang bertanggung jawab disebut Central Digital and Data Office
(CDDO). Integrasi layanan melalui satu platform atau akses
Tunggal yaitu Gov.UK. Tim GovTech juga memiliki peran
sebagai kekuatan utama, meskipun dalam implementasi e-Gov
menyebabkan beberapa negara mengurangi jumlah aplikasi
layanan publik dari ratusan atau ribuan menjadi selusin atau

bahkan satu portal layanan.

EDGI melaporkan lebih dari 193 telah menerapkan e-Gov.
Rangking 77 Indonesia merupakan keberhasilan karena awalnya
berada di posisi 88 tahun 2020. Menurut Ditjen Aptika (Aptika,
2022) lompatan ini menunjukkan capaian yang signifikan dengan
11 tingkat. Posisi ini mempercepat lahirnya kebijakan Arsitektur
SPBE Nasional (Perpres No. 132/2022) dan Satu Data Indonesia
(Perpres No. 39/ 2019) sebagai upaya mengakselerasi integrasi
SPBE.

e-Gov telah banyak dimanfaatkan di bidang layanan
kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan, bantuan
sosial, kependudukan, dan kini telah diintegrasikan dengan
layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD), portal pelayanan
publik, transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan,

layanan kepolisian, serta Satu Data Indonesia (SDI, 2025).



Namun, SPBE belum memanfaatkan KM secara optimal.
Beberapa aplikasi masih membutuhkan integrasi dan belum
mengikuti standar Arsitektur SPBE yang ditetapkan. Menurut
Dea (DEA, 2023), amanat Perpres 82/2023 masih berfokus pada
pentingnya integrasi dan interoperabilitas SPBE pada aplikasi
baru, serta yang sedang atau akan beroperasi, dengan target
minimal 200.000 pengguna. Padahal SPBE harus menjangkau
seluruh pelosok tanah air, daerah terpencil, terluar, dan
tertinggal seperti amanat Sistem Manajemen Nasional

(Sismenas).

Dari hasil penilaian SPBE nasional ini yang dilakukan oleh
KemenpanRB, nilai indeks tahun 2023 masih di bawah 3 yaitu
2,79. Padahal targetnya skor 3 dengan kategori ‘Baik’ untuk
seluruh Kementerian/Lembaga dari poin 5 (tertinggi). Kemudian
skala indeks nasional adalah 2,79 atau predikat baik.
Pencapaian indeks dengan rentang waktu penerapan 2018
sampai 2023 menjadi pertanyaan karena masih pada level 2
(cukup) dari skala 5 (memuaskan). Meskipun tim GovTech
Indonesia telah menerapkan kebijakan secara komprehensif
untuk seluruh Kementerian yang terlibat dalam proses

transformasi digitalisasi.

Berbagai persoalan yang sering dihadapi dalam
implementasi KM dan e-Gov diantaranya adalah rendahnya
dokumentasi atas praktik-praktik terbaik dan kebijakan terdahulu
(Zheng et al., 2010); minimnya kolaborasi dan budaya berbagi

pengetahuan antar pegawai dan antar unit kerja (Abdillah, dkk,



2023); kurangnya sistem yang mendukung pengelolaan
pengetahuan secara terintegrasi dalam platform digital; serta
dominasi pendekatan teknokratis yang tidak mempertimbangkan
aspek organisasi dan pembelajaran institusional (Janssen & van
der Voort, 2016). Hal ini mengakibatkan sistem digital yang
dibangun cenderung bersifat statis, kurang digunakan secara
maksimal, dan tidak mendukung inovasi kebijakan maupun

pelayanan.

Dengan demikian dibutuhkan sinergi dan integrasi KM
dalam sistem e-Gov menjadi strategi kunci dalam membangun
tata kelola pemerintahan yang berbasis data, berorientasi pada
hasil, dan adaptif terhadap perubahan. Penulis juga akan
menguraikan pentingnya sinergi antara KM dan e-Gov sebagai
strategi mewujudkan Good Governance di era Knowledge
Society 5.0.

1.1. Peran dan Tugas Tim Koordinasi Nasional SPBE

Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Nasional diketuai
oleh KemenpanRB. Tim ini terdiri dari Menteri PANRB, Menteri
Kominfo, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas,
serta Menteri Dalam Negeri. Kebijakan terkait tim ini tidak hanya
terletak pada kemampuan untuk menggabungkan berbagai
layanan digital ke dalam satu ekosistem yang terintegrasi, tetapi
juga pada penciptaan standar yang konsisten di seluruh

kementerian dan lembaga pemerintah.

Namun, koordinasi yang kuat melalui Tim Koordinasi

SPBE belum terlaksana secara optimal. Seperti hanya Badan
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Narkotika dan Badan Penanggulangan Teoris adalah Lembaga
yang sangat penting bagi kewaspadaan nasional serta
ketahanan nasional tetapi indeksnya dinilai masih cukup. Di sini
tim harus memastikan kementerian dalam upaya digitalisasi
mereka tidak hanya berjalan sendiri-sendiri, tetapi juga selaras
dengan visi nasional untuk transformasi digital yang

berkelanjutan dan efisien.

Tugas lainnya adalah integrasi layanan digital agar
masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah
hanya melalui satu platform yang terhubung agar mengurangi
kerumitan dan meningkatkan transparansi. Saat ini masih
berbeda-beda platform. Misalnya integrasi IKD dengan layanan
transaksi keuangan negara tentu dapat memudahkan
masyarakat dalam melakukan verifikasi identitas dan transaksi
tanpa harus berulang kali memberikan informasi yang sama
pada pembayaran pajak bumi dan bangunan, kendaraan
bermotor, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan
sebagainya. Layanan ini sekarang masih dilakukan secara
terpisah. Melalui kebijakan tim SPBE prioritas utama adalah
meningkatkan efisiensi birokrasi dan memberikan layanan publik

yang lebih cepat dan responsif kepada masyarakat.

Fokus lainnya adalah pada interoperabilitas dan
keterpaduan layanan digital nasional. Ini menandakan bahwa
pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan
ekosistem digital yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan

perkembangan teknologi di masa depan. Peluang terbuka bagi



inovasi baru dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan
publik sesuai dengan perubahan kebutuhan dan harapan
masyarakat. Pemerintah dapat memastikan bahwa layanan yang
dibangun benar-benar digunakan dan memiliki dampak yang
nyata bagi masyarakat. Keberhasilan dari kebijakan ini menjadi
indikator penting bagi keberlanjutan transformasi digital di
Indonesia menuju KS50, pada akhirnya dapat menjadi rujukan

bagi negara lain yang ingin menerapkan model serupa.

Implementasi KM dan e-Gov yang sukses akan
memperkuat posisi Indonesia dalam peta digital dunia. Selain
itu, menjadi motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi
dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di era digital ini. Oleh
karena itu, perlu pemikiran yang mendalam untuk dapat
mewujudkan Good Government dan Good Governance melalui
KM dan e-Gov. Meskipun beberapa masalah masih terjadi dan
Tim Govtech telah dibentuk sebagai upaya percepatan dalam

mengelola platform prioritas.

Menurut Dea (2023), Indonesia harus mampu mengelola
aplikasi SPBE, dengan tanggung jawab mengidentifikasi
masalah operasional, memenuhi kebutuhan pengguna, dan
mengembangkan solusi yang sesuai. Perpres 132/2022 ini
diharapkan mampu meningkatkan layanan pemerintah dan
mempercepat pembangunan nasional serta meningkatkan
EDGI.



1.2. Sekilas Ulasan Buku Putih Transformasi Digital

Indonesia

Menurut Haryo (2023) dan Medcom (2024), “Buku Putih
Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia
2030” bertujuan untuk memajukan transformasi digital di
Indonesia melalui tiga tahap: persiapan, transformasi, dan
kepemimpinan. Adapun tujuan jangka panjangnya termasuk
peningkatan daya saing ekonomi digital Indonesia dan kontribusi
ekonomi digital yang signifikan terhadap Pendapatan Domestik
Bruto (PDB). Buku tersebut merangkum strategi berdasarkan
enam (6) pilar utama pembangunan ekonomi digital, termasuk
permasalahan SPBE yaitu SDM, infrastruktur, penelitian dan
inovasi, digitalisasi sektor ekonomi, inklusi finansial, dan regulasi
kebijakan. Hal ini sejalan dengan Perjanjian Kerangka Ekonomi
Digital (DEFA) sebagai komitmen Indonesia untuk mendorong
pertumbuhan dan kemajuan melalui transformasi digital, baik
dalam aspek layanan pemerintah  maupun  dalam
pengembangan ekonomi digital di semua bidang sesuai dengan
kerangka acuannya (Ekon, 2024). Dari buku putih terdapat
beberapa upaya terkait transformasi digital di Indonesia yang

sedang digalakkan di antaranya:

1) Kebijakan Infrastruktur  Telekomunikasi: =~ Mendukung
pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang lebih luas
dan berkualitas tinggi, termasuk jaringan broadband dan
akses internet yang cepat dan terjangkau di seluruh negeri,

baik di perkotaan maupun di pedesaan.



2)

4)

S)

6)

Inisiatif 100 Kota Pintar: Mendorong pembangunan kota
pintar yang memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas
hidup, efisiensi pelayanan publik, dan ketersediaan layanan

digital.

Regulasi Inovasi Teknologi: Membuat peraturan yang
mendukung kemajuan teknologi, seperti perlindungan data,
keamanan siber, e-commerce, dan fintech, untuk mendukung

pertumbuhan industri digital.

Program Pendidikan dan Pelatihan Digital:
Menyelenggarakan program peningkatan literasi digital di
kalangan masyarakat, khususnya generasi muda dan tenaga

kerja.

Pengembangan Ekosistem Startup: Mendukung
pertumbuhan ekosistem starfup dan teknologi dengan
memberikan insentif, inkubator, akselerator, dan program
dukungan lainnya untuk mendorong inovasi dan

pertumbuhan bisnis digital.

Pembangunan Ekosistem Penelitian dan Inovasi Digital:
Mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga
riset, industri, dan pemerintah dalam penelitian dan
pengembangan teknologi digital, serta memfasilitasi transfer

teknologi.

Promosi E-Government. Meningkatkan layanan publik

melalui e-Gov, termasuk sistem pembayaran online,
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8)

9)

pengajuan izin online, dan akses mudah ke informasi publik

untuk memperbaiki efisiensi dan transparansi.

Perlindungan Konsumen Digital: Menjamin tersedianya
aturan dan mekanisme perlindungan konsumen digital,
termasuk privasi data dan penyelesaian sengketa online,
guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

transaksi online.

Kolaborasi Internasional: Mengambil peluang kerja sama
lintas batas dalam industri digital dan bekerja sama dengan
negara lain dalam standar teknis, peraturan, dan kebijakan

terkait dengan transformasi digital.

Upaya transformasi digital tadi menjadi alasan yang kuat

pada sinergi KM dan e-Gov karena di sisi KM akan meningkatkan

kualitas dan kapasitas pengetahuan dari masyarakat (KS50)

sedang di sisi e-Gov memajukan transformasi digital guna

pelayanan publik serta ekonomi nasional.

1.3. Pemahaman Istilah

1)

Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) adalah
koordinasi yang disengaja dan sistematis dari sumber daya
organisasi—yaitu manusia, teknologi, proses, dan struktur
organisasi—dengan tujuan menciptakan nilai tambah melalui
pemanfaatan ulang dan inovasi. Hal ini dicapai dengan
mendorong  penciptaan, berbagi, dan penerapan
pengetahuan, serta dengan memasukkan pelajaran yang

telah dipelajari dan praktik terbaik ke dalam memori
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2)

3)

organisasi untuk mendorong pembelajaran organisasi yang
berkelanjutan (Dalkir, 2017).

SPBE (e-Government) adalah pelayanan penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan TIK kepada pengguna
yang terintegrasi. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, serta meningkatkan kualitas dan kepercayaan
layanan publik (Aptika, 2022). SPBE berfungsi untuk
menyampaikan informasi dan layanan pemerintah kepada

warga, bisnis, dan pemerintahan lainnya (Dhevina, 2018).

Satu Data Indonesia (SDI) ditujukan untuk mengolah dan
memberikan data yang akurat, terkini, terintegrasi, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Data harus mudah diakses dan
dibagikan antar lembaga dan instansi pemerintah baik di
tingkat pusat maupun daerah. Kebijakan ini didasarkan pada
prinsip-prinsip  standar data, metadata yang baku,
interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan
data induk. Data yang dihasilkan harus tersedia dalam format
terbuka agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak,
termasuk masyarakat umum, jurnalis, akademisi, komunitas
TIK, dan sektor swasta (Indo, 2024). Komunitas ini dan
perusahaan swasta dapat mengembangkan aplikasi atau

layanan baru yang didasarkan pada data yang tersedia.

Literasi Digital adalah kemampuan seseorang untuk
memahami, menggunakan, dan mengakses TIK dengan bijak

dan efektif. Ini meliputi pengetahuan dan kecakapan
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S)

6)

pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat
komunikasi, jaringan internet, dan lain-lain. Literasi digital
mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan,
mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan memanfaatkan
informasi digital dengan cerdas, cermat, dan tepat sesuai
kegunaannya. Tujuan utama untuk meningkatkan
kemampuan individu dalam mengakses dan menggunakan
teknologi dengan positif, serta mengurangi risiko kejahatan

digital seperti cybercrime (CNNIndonesia, 2024).

Knowledge Society 5.0 (KS50) adalah sebuah konsep
masyarakat yang berpengetahuan dan berpusat pada
teknologi tinggi, seperti Internet of Things (loT), Artificial
Intelligence (Al), dan kecerdasan buatan. Tujuan utama
KS50 adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam
berbagai sektor, serta mengurangi dampak negatif terhadap
lingkungan dan membantu mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan. Dalam implementasinya, KS5.0 diharapkan
dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan
meningkatkan aksesibilitas, keselamatan, dan kenyamanan
(Dicoding, 2024).

Sistem Manajemen Nasional (Sismenas) adalah bentuk
manajemen yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia
dengan unsur-unsur sistemik tertentu. Meskipun belum
merupakan suatu sistem yang "membaku," SISMENAS

dinyatakan sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan
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nasional melalui pendekatan kesisteman dalam mengelola

organisasi negara dengan baik (Good Governance).

7) Good Government adalah suatu konsep pemerintahan yang
berbasis pada prinsip  profesionalitas, demokrasi,
transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Pemerintahan yang
baik ini bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung
jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang
efisien, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta
menjalankan disiplin anggaran dan menciptakan kerangka
dasar hukum dan politik yang mendukung aktivitas usaha
(Detik, 2024).

8) Sinergi adalah istilah yang digunakan untuk melakukan
kegiatan atau operasi gabungan (KBBI, 2025). lIstilah ini
digunakan dalam penulisan ini untuk memperjelas penerapan
kegiatan berdasarkan proses. Proses adalah runtunan
perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu, dan
rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang

menghasilkan produk yaitu KM dan e-Gov.
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BAB Il. PERAN KNOWLEDGE MANAGEMENT DALAM E-
GOVERNMENT

Pemahaman terhadap e-Government (e-Gov) menjadi
langkah awal yang krusial dalam merancang kebijakan
transformasi digital sektor publik. e-Gov tidak hanya berkaitan
dengan adopsi teknologi, melainkan sebuah perubahan
paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
mengedepankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas
(Heeks, 2006). Menurut Silcock (2001) e-Gov terbagi dalam
empat dimensi utama: Government-to-Citizen (G2C),
Government-to-Business (G2B), Government-to-Government
(G2G), dan Government-to-Employee (G2E). Masing-masing
dimensi menuntut pendekatan kebijakan dan teknologi yang
berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk ekosistem
pemerintahan digital yang terpadu. Teori yang banyak digunakan
dalam studi e-Gov mencakup Teori Inovasi Difusi (Rogers,
2003), Teori Kesiapan Teknologi, dan pendekatan Capability
Maturity Model (CMM) untuk mengukur tingkat kematangan
transformasi digital organisasi publik. Di Indonesia, Indeks SPBE
Nasional dikembangkan untuk mengukur empat domain utama:
Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen TIK, dan Layanan Publik
(Kementerian PANRB, 2021).

Di sisi lain, Knowledge Management (KM) menjadi
elemen penting dalam mendukung keberhasilan e-Gov. KM
memfasilitasi proses penciptaan, penyimpanan, dan diseminasi

pengetahuan institusional yang mendukung pengambilan
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keputusan berbasis data dan pengalaman terdokumentasi
(Dalkir, 2017). Integrasi KM dan e-Gov memerlukan struktur
kelembagaan, regulasi perlindungan data, serta kemampuan

SDM yang adaptif terhadap pembelajaran berkelanjutan.
2.1. Integrasi Knowledge Management dan e-Government

Di era Knowledge Society 5.0, proses transformasi digital
melalui e-gov melekat pada pentingnya pengelolaan
pengetahuan yang efektif dalam birokrasi. Integrasi KM dan e-
Gov memberikan fondasi strategis untuk menciptakan
pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Beberapa faktor perlu dipertimbangkan;
a) peran strategis KM dalam konteks e-Gov bukan sekadar
penyimpanan data atau dokumentasi, melainkan sebagai proses
strategis untuk menciptakan, berbagi, dan menerapkan
pengetahuan yang relevan bagi pengambilan keputusan public;
b) KM memperkuat efektivitas pelayanan publik, efisiensi
operasional, serta mempercepat proses pembelajaran
organisasi (Dalkir, 2017); dan c) di sektor publik, KM berperan
penting dalam mempertahankan memori institusional,
mengurangi kehilangan pengetahuan akibat rotasi pegawai,
serta mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based

policy making).

Saat ini KM menjadi fondasi bagi Artificial Intelligence (Al)
yang melibatkan kecerdasan manusia dan identik melekat erat
pada seorang pakar. Al menjadi sistem cerdas untuk meniru

pemrosesan kognitif manusia (Russell & Norvig, 2021).
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Perkembangan KM dan Al semakin menjadi tren yang
mendukung organisasi dalam mengelola volume data yang
besar dan kompleks. Sinergitas KM dan e-Gov menjadi semakin
penting dalam proses pengelolaan pengetahuan melalui trend
teknologi berbasis Al, Cloud Computing, BIG Data. Internet of
Thing (IoT), Block Chain, Virtual Reality (VR), Augmented Reality
(AR), Autonomous Drive, Drones, Robotic, Wearable, 6G,
Quantum Computing, dan lainnya sebagai keniscayaan bagi

kehidupan manusia di era Knowledge Society 5.0.

Bukti empiris menunjukkan penelitian bidang KM terus
meningkat dan berlanjut sehingga lebih dari 17.500 artikel telah
ditulis dan dipublikasi (Gambar 2.1).

Jumlah Artikel tentang Knowledge Management per Tahun (2001-2024)
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Gambar 2. 1 Jumlah artikel publikasi KM tahun 2001-2024 (sumber: scopus.com)
Menurut laporan Datalntelo (2025) tentang Analisis dan
Penjelasan Pasar KM Periode 2022-2033. Dalam beberapa
dekade terakhir, KM telah berkembang menjadi elemen krusial
dalam strategi bisnis global. Peningkatan volume data yang
dihasilkan oleh organisasi, menyebabkan kebutuhan akan

sistem yang mampu mengelola, menyimpan, dan menyebarkan
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informasi dengan efisien semakin tinggi. Laporan ini juga
mengungkapkan bahwa pasar KM mengalami pertumbuhan
pesat, didorong oleh berbagai faktor seperti perkembangan
teknologi Al, transformasi digital, serta perubahan pola kerja

akibat tren kerja jarak jauh (Gambar 2.2).

Fig XX: Global Knowledge Management Market Size & Forecast
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Gambar 2. 2 Global KM Market Size and Forecast 2022-2033
(sumber: dataintelo.com)

Dari laporan tersebut juga menunjukkan bahwa nilai pasar
KM pada tahun 2023 mencapai USD 17 miliar dan diprediksi
akan meningkat hingga USD 49 miliar pada tahun 2032 dengan
tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 12,5 persen. Angka ini
mencerminkan betapa besar kebutuhan organisasi dalam
mengelola pengetahuan dan memastikan bahwa informasi dapat
diakses dengan cepat dan akurat. Dalam lanskap bisnis yang
semakin kompleks, organisasi tidak lagi mengandalkan metode
konvensional untuk berbagi informasi, tetapi sudah mengadopsi

sistem berbasis teknologi yang canggih.
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Teknologi canggih melesat terutama integrasi antara Al
dan KM sehingga menjadi salah satu faktor utama yang
mempercepat perkembangan organisasi. Al dan machine
learning memungkinkan sistem untuk secara otomatis
menganalisis data, menyaring informasi yang relevan, serta
memberikan  rekomendasi berbasis pemahaman yang
mendalam. Dengan adanya Al, KM tidak lagi sekadar menjadi
sistem penyimpanan informasi, tetapi juga menjadi alat yang
mampu mengoptimalkan pengambilan keputusan melalui
analisis data yang cerdas. Penerapan teknologi canggih juga
menciptakan sistem pencarian yang lebih intuitif, di mana
informasi dan pengetahuan dapat ditemukan dengan lebih cepat

dan akurat sesuai dengan konteks kebutuhan pengguna.

Pertumbuhan pasar KM didorong oleh banyaknya
organisasi yang beralih ke solusi berbasis cloud. Sistem KM
berbasis cloud menawarkan fleksibilitas yang lebih besar
dibandingkan dengan sistem tradisional yang dioperasikan
secara on-premises. Dengan model berbasis cloud, organisasi
dapat mengakses informasi dari berbagai lokasi tanpa terbatas
oleh infrastruktur fisik. Tren ini semakin kuat karena adanya
kebutuhan bekerja jarak jauh yang meningkat secara signifikan
sejak pandemi global. Perusahaan perlu menyediakan akses
informasi yang mudah bagi karyawan mereka, tanpa

mengorbankan efisiensi dan keamanan data.

Dari perspektif geografis, saat ini Amerika Utara

memimpin pasar KM berkat keunggulan teknologinya serta
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kehadiran banyak perusahaan besar yang mengadopsi sistem
KM lebih awal. Namun, kawasan Asia Pasifik diprediksi akan
menjadi wilayah dengan pertumbuhan tercepat dalam dekade
mendatang. Peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi
serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya KM guna
meningkatkan daya saing bisnis menjadi pendorong utama

pertumbuhan ini.

Meskipun adopsi sistem KM terus meningkat, ada
beberapa tantangan yang masih dihadapi oleh organisasi dalam
mengimplementasikan KM. Biaya implementasi yang tinggi
seringkali menjadi kendala, terutama bagi perusahaan kecil dan
menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu,
integrasi sistem KM dengan teknologi yang sudah ada di dalam
organisasi juga menjadi tantangan teknis yang memerlukan
perencanaan dan eksekusi yang matang. Keamanan data juga
menjadi perhatian utama, terutama bagi organisasi yang
mengelola informasi sensitif dan harus mematuhi regulasi

perlindungan data yang ketat.

Namun, KM menunjukkan bukan hanya sekadar tren,
tetapi telah menjadi kebutuhan strategis bagi organisasi di era
Knowledge Society 5.0. Kombinasi antara Al, cloud computing,
dan pendekatan berbasis data semakin memperkuat peran KM
dalam meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung
pengambilan keputusan yang lebih baik khususnya untuk
layanan e-Gov. Dengan terus berkembangnya teknologi

berbasis Al, KM diprediksi akan terus mengalami inovasi yang
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memudahkan organisasi dalam mengelola, mengakses, dan

memanfaatkan pengetahuan secara efektif.
2.2. Siklus Knowledge Management dan e-Government

Model siklus penerapan KM yang berhasil adalah SECI
(Socialization, Externalization, Combination, Internalization)
yang dikembangkan oleh Nonaka dan Takeuchi di Jepang.
Model ini menggambarkan bagaimana organisasi dapat
mengubah pengetahuan tacit menjadi eksplisit dan sebaliknya,
melalui proses berulang yang mendorong meningkatnya inovasi
seperti Perusahaan otomotif Toyota dan Honda, Budaya kaizen
(perbaikan berkelanjutan) menjadi  terkenal = dengan
memanfaatkan KM. Pada akhirnya organisasi mampu
menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan berorientasi

pada pembelajaran.

Pendekatan KM di Indonesia pun telah diadopsi di
berbagai sektor, meskipun skalanya masih terbatas. Khusus di
sektor pemerintahan adalah melalui e-Gov. Program ini
bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi
pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital dan
KM. Di sektor pendidikan dibangun untuk pengelolaan riset dan
pengembangan. Beberapa universitas telah mengembangkan
platform digital e-learning untuk berbagi pengetahuan antara
dosen, mahasiswa, dan industri. Hal ini tidak hanya
meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga mempercepat

transfer pengetahuan dari dunia akademik ke dunia praktis.
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Dengan praktik penerapan di Jepang dan pengembangan
di Indonesia, keberhasilan KM sangat bergantung pada budaya
organisasi dan komitmen untuk terus berinovasi. Jepang
menunjukkan pentingnya konsistensi dan kolaborasi, sedang
Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang melalui

teknologi dan kebijakan yang tepat.

Siklus e-Gov ini dapat mengikuti siklus KM seperti SECI
di antaranya melalui proses a) Knowledge Capture yaitu
mengumpulkan pengetahuan dari pengalaman birokrasi, hasil
riset, evaluasi kebijakan, dan praktik terbaik antar instansi; b)
Knowledge Sharing memanfaatkan platform digital SPBE untuk
berbagi pengetahuan melalui portal kolaboratif, forum internal,
hingga e-learning; c) Knowledge Utilization menjadikan
pengetahuan sebagai landasan inovasi layanan dan
penyusunan kebijakan berbasis data (data-driven policy); serta
d) Knowledge Retention menyimpan pengetahuan Kkritikal

dalam repositori terstruktur yang dapat diakses lintas instansi.

Meskipun  beberapa negara telah lebih  dulu
mengimplementasikan e-Gov namun mereka menghadapi
tantangan yang kompleks. e-Gov ditujukan untuk memfasilitasi
pemerintah dan warga negara untuk menyederhanakan proses
administrasi dengan menyediakan pelayanan, berkomunikasi,
dan bertransaksi dengan warga negara. Aspek e-Gov
mencakup kebijakan, proses, dan teknologi untuk meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam

pemerintahan. Di sisi lain, merujuk United States Agency for
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International Development (USAID) merilis strategi digital pada
April 2020. Strategi ini mencakup visi untuk mempersiapkan staf
dan mitra dalam menghadapi peluang dan risiko yang
diakibatkan oleh perkembangan teknologi digital. Oleh
karenanya TIK telah mengubah banyak aspek kehidupan publik

dan pribadi, termasuk pelayanan pemerintahan melalui e-Gov.

Model e-Gov menurut USAID (2020) mencakup tiga

komponen utama:

1) Manajemen: meliputi digitalisasi proses internal pemerintah,
seperti basis data digital, sistem informasi manajemen, dan

sistem e-procurement.

2) Penyampaian Layanan: melibatkan digitalisasi penyediaan
layanan  pemerintah, termasuk portal pemerintah,

pembayaran digital, dan sistem identifikasi digital.

3) Keterlibatan: meliputi platform digital untuk kolaborasi dan
partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan proses
pemerintah, seperti pendidikan pemilih dan partisipasi politik.

Namun keberhasilan implementasi pemerintahan digital

bergantung pada beberapa elemen dasar, seperti:

1) Manajemen Perubahan: perencanaan jangka panjang untuk
pengelolaan sistem digital, mempertimbangkan kebutuhan
anggaran dan staf, serta mengintegrasikan proses inovatif ke

dalam prosedur standar pemerintah.

2) Kapasitas SDM: meliputi dukungan TI, keterampilan tenaga

kerja, literasi digital, dan keterampilan pengawasan data.
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3) Legislasi, Kebijakan, dan Regulasi: mencakup pengakuan
hukum atas tanda tangan elektronik, pengaturan keamanan

siber, dan mekanisme akuntabilitas.

4) Infrastruktur Digital dan Adopsi: termasuk akses dan
keterjangkauan konektivitas mobile dan broadband, serta

kepercayaan dan keterlibatan warga dalam inisiatif digital.

Sementara itu pertimbangan investasi KM dan e-Gov
tidak dapat dipisahkan dari konteks politik, ekonomi, dan sosial
yang luas. Pertimbangan demokrasi, hak asasi manusia, dan
tata kelola mempengaruhi keberhasilan inisiatif KM dan e-Gov.
Kepastian investasi ini tidak hanya memperkuat institusi
demokratis tetapi juga menghindari risiko seperti represi digital

dan ketergantungan teknologi yang berlebihan.

Kerangka kerja USAID ditujukan untuk memahami
bagaimana teknologi digital dapat mengubah pemerintahan di
berbagai fungsinya, serta menunjukkan pentingnya investasi
yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam meningkatkan tata
kelola dan pelayanan pemerintah. Model ini juga
menggarisbawahi pentingnya elemen dasar dan pertimbangan
kontekstual dalam mencapai hasil pembangunan yang positif
dari investasi pemerintahan digital. Dengan model ini, USAID
berharap dapat memberikan dukungan teknis dan sumber daya
yang diperlukan untuk membantu pemerintah di seluruh dunia
dalam mengadopsi teknologi digital yang inklusif dan

berkelanjutan.
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Menurut Taherdoost (2024) transformasi digital dari
Industri 4.0 menuju Knowledge Society 5.0 berfokus pada
teknologi disruptif yang mendukung terciptanya masyarakat
futuristik. KS50 berusaha untuk mengintegrasikan dunia fisik dan
virtual. Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan oleh Industri
4.0, tantangan yang harus dihadapi di antaranya kebutuhan akan
jaringan komunikasi yang kuat, keamanan siber, dan kesulitan
dalam meningkatkan keterampilan pekerja. KM dan Al
memainkan peran penting dalam personalisasi produk,
digitalisasi rantai pasokan, analisis big data, dan deteksi cacat.
KM dan Al juga membantu dalam mengurangi biaya dan
meningkatkan kualitas layanan dalam berbagai industri,

termasuk manufaktur, kesehatan, dan agribisnis.

Saat ini interaksi antara manusia dan mesin menjadi
sangat penting. Manusia bertanggung jawab untuk merancang
strategi, sementara mesin melakukan eksekusi. Proses ini
memungkinkan monitoring dan pengambilan keputusan dari
jarak jauh. Efisiensi tenaga kerja, produktivitas, dan kualitas

hidup global dapat ditingkatkan lebih optimal.

Dengan perkembangan teknologi 6G niscaya penerapan
Industri 4.0 dapat lebih diotomatisasi sepenuhnya dan
memungkinkan pengelolaan mesin dengan real-time, yang pada
akhirnya meningkatkan produktivitas. Begitu pula KM dan e-Gov
menjadi proses digitalisasi pemerintahan yang dapat
mendukung KS50 serta fokus pada inovasi dan penerapan

teknologi dalam berbagai sektor. Kumar (2019), menyatakan TIK
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dapat diadaptasi untuk mempercepat layanan KM dan e-Gov
sehingga lebih merata di Indonesia, dengan fokus pada
infrastruktur, integrasi layanan, literasi digital, dan pendekatan

inklusif untuk mencapai good governance.
2.3. Tantangan dan Faktor Keberhasilan

Tantangan utama dalam integrasi KM dan e-Gov
mencakup kesenjangan digital, keamanan siber, dan
keterbatasan infrastruktur TIK. Untuk mengatasi tantangan ini,
pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai
strategi yang spesifik dan berfokus pada hasil yang konkret.
Menurut Awaludin (2019) mengintegrasikan lebih dari 500
kabupaten dan kota dalam satu sistem yang harmonis
merupakan tantangan besar, terutama dalam mengatasi
fragmentasi data dan aplikasi yang ada. Tantangan lainnya

adalah:

1) Keamanan dan privasi data menjadi isu krusial. Dengan
meningkatnya ancaman siber, menjaga keamanan dan
privasi data menjadi prioritas utama. Pemerintah perlu
memastikan bahwa data warga negara dilindungi dengan
baik dan hanya digunakan untuk tujuan yang sah. Menurut
Rustiawan dan Rachmawati (2024), Estonia, telah
mengembangkan sistem keamanan siber yang kuat untuk

melindungi data di platform X- Road.

2) Pemborosan anggaran. Terjadi pemborosan anggaran
karena pengembangan aplikasi yang tidak terkoordinasi

antar instansi, yang perlu diatasi untuk meningkatkan
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efisiensi. Pengembangan aplikasi yang tidak terintegrasi
sering kali menyebabkan duplikasi usaha dan biaya yang

tidak perlu.

3) Resistensi terhadap perubahan juga menjadi tantangan yang
signifikan. Perubahan sistem dan proses yang sudah ada
dapat menghadapi resistensi dari pegawai pemerintah dan
masyarakat. Menurut Cahyana (2020) untuk mengatasi hal
ini, diperlukan pelatihan dan komunikasi yang efektif
mengenai manfaat dari integrasi layanan, agar semua pihak
dapat memahami dan mendukung perubahan yang

dilakukan.

4) Tantangan teknis yang signifikan dalam integrasi e-
government, termasuk masalah interoperabilitas arsitektur,
standar data, dan sistem legacy, memerlukan pendekatan
strategis yang kuat dan dukungan kebijakan untuk

memastikan keberhasilan integrasi.

Dalam mengatasi tantangan ini, perlu juga
mempertimbangkan aspek inklusi digital untuk memastikan
bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan
digital pemerintah. Studi di Saudi Arabia menunjukkan bahwa
faktor-faktor seperti kesadaran, ketersediaan sumber daya, dan
kualitas informasi sangat penting untuk membuat layanan digital
lebih inklusif.

Meskipun, peluang untuk mewujudkan good governance
melalui keterpaduan layanan aplikasi KM dan e-Gov sangatlah

mungkin. Transformasi digital juga menawarkan peningkatan
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efisiensi operasional, transparansi, dan kemudahan akses
layanan bagi masyarakat. Namun, akan meningkatkan
ketergantungan pada TIK, sehingga perlindungan terhadap data
dan sistem harus menjadi prioritas utama bagi para profesional
keamanan dan pembuat kebijakan. Zaman (2022) menyatakan
berbagai aspek keamanan siber, mulai dari deteksi serangan

siber hingga penerapan teknologi baru meliputi:

1) Model keamanan siber Software-Defined Networks (SDN).
SDN menawarkan perspektif baru dalam keamanan data
karena memungkinkan kontrol jaringan yang lebih fleksibel
dan terpusat. SDN sangat penting dalam melindungi aplikasi
KM dan e-Gov dari ancaman yang berkembang di dunia

maya.

2) Privasi dan keamanan Internet of Things (loT)
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik
melalui data real-time, tetapi juga meningkatkan risiko
pelanggaran privasi dan keamanan. loT harus efektif dan

selektif dalam layanan publik.

3) Teknologi keamanan siber Machine Learning (ML)
menawarkan wawasan untuk pengembangan langkah-

langkah keamanan yang lebih baik.

4) Pendekatan Pencegahan Keamanan dan Privasi. Isu-isu
keamanan termasuk bagaimana peretas dapat mengakses
informasi pribadi tanpa izin. Perlunya ditingkatkan upaya

untuk keamanan dan privasi dalam layanan KM dan e-Gov,
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5)

7)

9)

dengan fokus pada perbaikan berkelanjutan untuk mencegah

pelanggaran keamanan.

Penerapan manajemen risiko sebagai upaya komprehensif
yang dapat diimplementasikan dalam memperkuat sistem

keamanan KM dan e-Gov.

Penggunaan Deep Learning (DL) dalam mendeteksi
serangan siber dapat membantu dalam mengelola dan
menganalisis data yang besar dan tidak terstruktur dengan
lebih efektif.

Dampak serangan siber selama Pandemi COVID-19 menjadi
pelajaran penting. Peningkatan aktivitas online selama
pandemi telah meningkatkan risiko serangan siber. Kerugian
yang dihadapi pengguna tidaklah sedikit dan penawaran
solusi untuk memperkuat keamanan siber selama masa

krisis.

Konsekuensi serangan integritas terhadap privasi dan
keamanan. Upaya menghadapi tantangan ini di seluruh
negara berkembang terus diupayakan dalam melindungi

infrastruktur digital.

Dampak teknologi Blockchain memiliki potensi besar, namun

implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan.

10)Penerapan Decision Tree (DL) untuk menyembunyikan data

dalam Gambar Biner merupakan teknik baru untuk
membantu dalam menjaga kerahasiaan informasi selama

transmisi data.
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Meskipun integrasi KM dan e-Gov menawarkan berbagai
manfaat, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk
memastikan implementasi yang efektif. Salah satu tantangan
utama adalah kualitas data, di mana KM memerlukan data yang
bersih, akurat, dan bebas bias agar dapat menghasilkan
pengetahuan yang valid. Kualitas data yang buruk dapat
menyebabkan kesalahan dalam analisis dan pengambilan
keputusan (Davenport & Ronanki, 2018). Pengetahuan yang
dikelola pun menjadi krusial karena e-Gov harus menghasilkan
informasi yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan
yang lebih hati-hati dalam penyimpanan data dan pelatihan
model KM dan Al untuk memastikan keputusan lebih objektif
(O'Neil, 2016).

Tantangan lain yang harus diperhatikan adalah
keamanan dan privasi data. KM dalam organisasi harus
mematuhi regulasi perlindungan data seperti General Data
Protection Regulation (GDPR) yang diterapkan di Uni Eropa.
Regulasi ini mengharuskan organisasi untuk memastikan bahwa
data pribadi yang dikumpulkan dan diproses dalam KM dan e-
Gov dikelola dengan aman dan transparan (Voigt & von dem
Bussche, 2017). Di Indonesia sedang digalakkan Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini mengatur
mengenai hak asasi manusia terhadap data pribadi, jenis data
pribadi, pemrosesan data pribadi, dan sanksi administratif,
meskipun telah berlaku sejak 17 Oktober 2022, namun

penerapannya belum optimal yang dapat dilihat dari adanya
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berbagai kebocoran data dan pencurian data bahkan

penyalahgunaan data pribadi (Pinjol, Rek Judol dan sebagainya.

KM dan e-Gov dapat memberikan layanan Kesehatan
yang paripurna. Contoh perusahaan besar telah berhasil
mengimplementasikan KM adalah IBM Watson. Sistem ini
digunakan oleh sektor kesehatan guna membantu dokter
mengakses pengetahuan medis dengan lebih cepat dan akurat.
Sistem Knowledge Based mampu menganalisis ribuan jurnal
medis dan laporan pasien untuk memberikan rekomendasi yang

lebih baik dalam perawatan medis.

Contoh lain adalah Google Knowledge Graph
menghubungkan berbagai informasi dari sumber berbeda untuk
meningkatkan hasil pencarian dan memberikan konteks yang
lebih luas terhadap informasi yang dicari pengguna. Pengguna
dapat menemukan hubungan antara berbagai konsep dalam
jumlah data yang sangat besar. Berikutnya adalah Siemens agar
meningkatkan efisiensi dalam proses manufaktur dan
pemeliharaan mesin industri. sistem Siemens memungkinkan
identifikasi dini terhadap potensi kerusakan mesin, sehingga
perawatan dapat dilakukan sebelum terjadi kegagalan yang lebih

besar.

Tentu saja sinergitas KM dan e-Gov dapat terwujud
sehingga memberikan layanan SPBE di Indonesia di berbagai
sektor. Meskipun realita yang dihadapi adalah budaya organisasi
yang belum mendukung sepenuhnya untuk Dberbagi

pengetahuan, rendahnya literasi digital aparatur, serta
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kurangnya sistem pengukuran nilai dari pengetahuan
(Syamsuddin & Sfenrianto, 2021).

Oleh karena itu, faktor kunci keberhasilan KM dalam
SPBE mencakup a) Komitmen pimpinan dalam membangun
budaya berbagi dan pembelajaran; b) Infrastruktur teknologi
yang mendukung penyimpanan dan diseminasi pengetahuan; c)
Kebijakan internal yang menjamin integrasi KM dan e-Gov dalam
proses bisnis pemerintahan; serta d) Sistem insentif bagi

pegawai yang aktif berbagi dan menggunakan pengetahuan.
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BAB Ill. KEBIJAKAN NASIONAL

Di era Knowledge Society 5.0, integrasi KM dan e-Gov
menjadi salah satu kunci dalam mendorong good governance
serta good government. Di Indonesia e-Gov lebih dikenal dengan
SPBE yang memberikan pelayanan kepada publik. Instansi
pusat sangat bergantung dengan pemerintah daerah, karena
banyak proses pemerintahan dan kebijakan yang dari pusat
harus diimplementasikan di daerah. Sismennas mengatur tata
kelola pemerintahan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu
SPBE di daerah perlu ditinjau berdasarkan data dan fakta untuk
mendukung good government dan good governance. Prinsip-
prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan

harus dipenuhi seutuhnya.

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam
transformasi digital melalui kerangka strategis nasional dengan
memanfaatkan TIK ke dalam tata kelola pemerintahan. Namun,
di sini secara spesifik pemanfaatan KM masih belum terlihat,
SPBE baru memenuhi konteks e-Gov yang bertujuan
menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan
efisien dengan TIK secara menyeluruh dan terpadu
(Kementerian PANRB, 2018). Padahal perkembangan teknologi
digital semakin masif sehingga masih banyak yang perlu

dikembangkan dengan mengadopsi KM dan Al.
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3.1. Peraturan Perundang-Undangan

Berbagai langkah strategis berupa kebijakan digulirkan
dalam upaya mempercepat transformasi digital guna
meningkatkan keterpaduan layanan digital nasional e-Gov.
Secara khusus kebijakan SPBE ditetapkan. Berikut penjelasan
singkat mengenai beberapa peraturan perundang-undangan

penting yang mendukung SPBE:

1) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Tujuan
utama untuk mempercepat proses penerapan TIK dalam
penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan
publik.

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. UU ini mengatur
berbagai aspek terkait penggunaan teknologi informasi,
termasuk transaksi elektronik, informasi digital, serta
pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan internet
dan media digital di Indonesia. Pada tahun 2016, UU ini
diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk
memperkuat  aturan  dan menyesuaikan dengan

perkembangan teknologi yang lebih baru.

3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik. UU ini merupakan dasar hukum yang
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S)

6)

7)

mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi yang
dikelola oleh badan publik di Indonesia. UU ini dilandasi oleh
prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik,
serta bertujuan untuk memperkuat demokrasi dan tata kelola

pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang
diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. UU ini
menegaskan hak dan kewajiban masyarakat serta
penyelenggara pelayanan publik, sekaligus menetapkan
standar dan mekanisme pengawasan serta evaluasi layanan
publik.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana
Pitalebar Indonesia 2014-2019. Perpres ini bertujuan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi digital, meningkatkan
aksesibilitas informasi, serta mempercepat pemerataan

pembangunan di berbagai sektor.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang kerangka
kerja untuk penerapan SPBE di instansi pemerintah pusat
dan daerah. SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi
operasional pemerintah, mempermudah akses layanan
publik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Implementasi SPBE diharapkan dapat mengurangi birokrasi

dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang

Pedoman Evaluasi SPBE di berbagai instansi pemerintah.
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9)

Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan
SPBE dan memberikan rekomendasi peningkatan lebih
lanjut. Evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan akan
memastikan bahwa penerapan SPBE berjalan sesuai standar

dan tujuan yang ditetapkan.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia. Perpres ini mengatur kebijakan tata kelola data
pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir,
terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data ini
diharapkan dapat diakses dan dimanfaatkan antar instansi
pusat dan daerah untuk mendukung perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang mengatur mekanisme
pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan
SPBE. Hal ini untuk memastikan implementasi SPBE
berjalan sesuai standar dan melakukan perbaikan

berkelanjutan.

10)Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Fokusnya adalah pada
identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dapat
menghambat pelaksanaan SPBE. Dengan manajemen risiko
yang baik, diharapkan penerapan SPBE dapat berjalan
lancar dan efektif.

11)Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
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yang mencakup standar, prinsip, dan pedoman untuk
pengembangan dan integrasi sistem pemerintahan elektronik
di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk memastikan
keselarasan dan konsistensi dalam penerapan SPBE di

seluruh instansi pemerintah.

12)Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini mengatur percepatan
transformasi digital dalam proses pengadaan barang dan
jasa pemerintah. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan
melalui penggunaan teknologi digital sehingga mampu
mengurangi biaya dan waktu serta meningkatkan integritas

dan kualitas pengadaan.

13)Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan
Digital Nasional. Peraturan ini bertujuan mempercepat
transformasi digital di Indonesia melalui integrasi dan
interoperabilitas layanan digital nasional. Fokus utama
adalah pengembangan dan penerapan SPBE yang akan
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan
publik. Diharapkan implementasi SPBE mampu
mengakselerasi proses digitalisasi di berbagai sektor
pemerintahan dan layanan masyarakat.

14)Keputusan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2024 tentang

Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
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Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
Evaluasi ini memberikan gambaran tentang tingkat
keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan dalam
implementasi SPBE. Evaluasi yang transparan dan obyektif

akan mendorong peningkatan kualitas penerapan SPBE.

Dari uraian di atas Perpres Nomor 95 Tahun 2018
merupakan landasan hukum utama penerapan e-Gov. Regulasi
ini menekankan pentingnya integrasi layanan, interoperabilitas
sistem, pengelolaan data nasional, dan penguatan arsitektur
SPBE nasional (Setkab RI, 2018). Dalam peraturan tersebut,
diatur pula pelaksanaan audit internal SPBE, peran Tim
Koordinasi SPBE Nasional, dan pemetaan proses bisnis serta

manajemen risiko digital.

Selain Perpres 95/2018, berbagai regulasi turunan ikut
diterbitkan seperti Permen PANRB No. 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta Pedoman Arsitektur
SPBE Nasional yang memberikan panduan teknis dalam
merancang interoperabilitas antar aplikasi pemerintah.
Kementerian PANRB melalui portal spbe.go.id juga
menyediakan indeks evaluasi SPBE tahunan yang menjadi

rujukan kinerja digitalisasi lembaga pemerintah.

Di sisi lain, arah kebijakan transformasi digital nasional
diperkuat dalam dokumen strategis Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang
mencantumkan reformasi birokrasi digital dan pengembangan

layanan publik berbasis digital sebagai prioritas nasional
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(Bappenas, 2020). Ini dipertegas dalam Visi Indonesia Digital
2045 yang menargetkan transformasi digital sebagai pilar utama

daya saing bangsa.

3.2. Tantangan dan Permasalahan Kebijakan

Namun demikian, tantangan besar masih dihadapi seperti
kurangnya koordinasi antar instansi, pemutakhiran data sektoral,
dan kesenjangan infrastruktur TIK di daerah. Sedangkan
kerangka regulasi harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap
perkembangan teknologi dan kebutuhan publik yang terus
berubah. Berikut adalah uraian tantangan pada setiap kebijakan

yang telah digulirkan:

1) Inpres No. 3/2003 merupakan langkah awal yang signifikan
dalam transformasi digital pemerintahan. Namun masih
kurang regulasi yang mendukung implementasi e-Gov yang
komprehensif. Banyak instansi pemerintah yang masih
beroperasi dengan sistem tradisional, sehingga menghambat
integrasi TIK (Setiawan, 2023; Utama, 2020).

Selain itu, e-Gov di Indonesia sering kali terhambat oleh
infrastruktur teknologi yang belum memadai. Kenyataannya
banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam akses
internet dan perangkat keras yang diperlukan untuk
menjalankan sistem e-Gov. Hal ini menyebabkan disparitas
dalam kualitas pelayanan publik antara daerah perkotaan
dan pedesaan, daerah yang lebih maju dapat memberikan

layanan yang lebih baik. Ditambah kurangnya pelatihan dan
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2)

pengembangan SDM yang memadai untuk mengelola sistem

e-Gov.

Menurut Suharyana (2017) banyak pegawai pemerintah
yang belum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk
menggunakan TIK secara efektif, yang berujung pada
ketidakoptimalan dalam pelayanan publik. Yunas (2020) pun
mengungkapkan banyak pegawai yang masih bergantung

pada metode manual dalam menjalankan tugas mereka.

Meskipun e-Gov dapat mengurangi interaksi langsung

antara pegawai pemerintah dan masyarakat, namun potensi
praktik korupsi masih terjadi. Perlunya sistem pengawasan
yang lebih ketat dan transparan agar meningkatkan
pelayanan publik dan mengurangi korupsi. Tantangan
regulasi, infrastruktur, pelatihan, dan pengawasan masih
perlu diatasi agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai
secara efektif.
UU No. 11/2008 terdapat beberapa kekurangan yang
signifikan dalam pelaksanaannya. Ketidakjelasan dalam
definisi dan ruang lingkup istilah misalnya, istilah "informasi
elektronik" dan "transaksi elektronik" dapat menyebabkan
interpretasi yang berbeda-beda di antara para penegak
hukum dan masyarakat.

Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan kebingungan
dalam kasus-kasus yang melibatkan penipuan atau
pelanggaran lainnya yang berbasis elektronik. Tantangan

dalam hal penegakan hukum, walaupun telah ada ketentuan
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3)

yang mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan
informasi dan transaksi elektronik, namun implementasi di
lapangan sering kali tidak efektif.

Masih banyak kasus penipuan online dan kejahatan siber
lainnya yang tidak ditangani dengan baik dikarenakan
kurangnya sumber daya dan pelatihan belum memadai bagi
aparat penegak hukum. Kemampuan untuk menegakkan
hukum tersebut menjadi terbatas.

Potensi penyalahgunaan pasal dalam UU, terutama yang
berkaitan dengan penyebaran informasi yang dianggap
merugikan, seringkali digunakan untuk membungkam Kritik
dan kebebasan berekspresi. Ini menjadi perhatian serius,
terutama dalam konteks kebebasan berpendapat di era
digital, di mana media sosial menjadi platform utama untuk
menyampaikan pendapat dan informasi (no viral no justice).

uu ini belum sepenuhnya mengakomodasi
perkembangan teknologi yang cepat seperti blockchain dan
cryptocurrency. Penanganan isu-isu teknologi tadi sepertinya
memerlukan pembaruan dan revisi yang lebih komprehensif
agar UU tetap relevan dan efektif menghadapi tantangan
dunia digital saat ini.

UU No. 14/2008 bertujuan untuk menjamin hak masyarakat
dalam mengakses informasi publik dan mendorong
transparansi dalam pemerintahan. Menurut Maisarah, dkk.
(2021) banyak instansi pemerintah yang belum sepenuhnya

memahami kewajiban mereka dalam menyediakan informasi
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publik, sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan dalam
pelaksanaan keterbukaan informasi.

Ambiguitas definisi tentang "informasi publik" dan "badan
publik" tidak selalu jelas, yang dapat menyebabkan
interpretasi yang berbeda di antara berbagai instansi dan
dalam penegakan hukum (Ilrianto dan Ispriyarso, 2016).
Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik antara hak
masyarakat untuk mendapatkan informasi dan kepentingan
instansi pemerintah untuk menjaga kerahasiaan tertentu.

UU ini memberikan jaminan akses informasi, namun
mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang ada
masih dianggap lemah. Aliza, dkk. (2022) menyatakan
banyak masyarakat yang merasa kesulitan untuk
mengajukan permohonan informasi atau mengadukan
ketidakpatuhan instansi pemerintah, karena prosedur yang
rumit dan kurangnya dukungan dari lembaga yang
berwenang.

Meskipun ada kerangka hukum yang mendukung
keterbukaan informasi, namun penerapannya masih
terkendala oleh potensi penyalahgunaan UU ini. Irianto dan
Ispriyarso (2016) menyatakan beberapa pihak dapat
mengakses informasi yang bersifat personal dan sensitif,
yang dapat mengancam privasi individu. Untuk hal ini
diperlukan regulasi tambahan yang mengatur batasan dan

perlindungan terhadap informasi yang bersifat pribadi.
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4) UU No.25/ 2009 bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Banyak instansi pemerintah
yang belum sepenuhnya memahami kewajiban mereka
dalam memberikan pelayanan publik yang baik, sehingga
mengakibatkan  ketidakpatuhan dalam  pelaksanaan
pelayanan.

Beberapa lembaga masih belum menerapkan prinsip
pelayanan publik yang berujung pada ketidakpuasan
masyarakat. Ambiguitas definisi tentang "pelayanan publik"
dan "badan publik" dapat menyebabkan interpretasi yang
berbeda di berbagai instansi dan dalam penegakan hukum.
Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik antara hak
masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan
kewajiban instansi pemerintah untuk menyediakan layanan
tersebut. Mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa
yang ada masih dianggap lemah. Banyak masyarakat yang
merasa kesulitan untuk mengajukan keluhan atau
mengadukan ketidakpuasan mereka terhadap pelayanan
publik, karena prosedur yang rumit dan kurangnya dukungan
dari lembaga yang berwenang.

Dikhawatirkan muncul potensi penyalahgunaan untuk
menghindari tanggung jawab atau untuk menutupi
ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi tambahan
untuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam

konteks pelayanan publik.
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o)

Perpres No. 96/2014 bertujuan untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur TIK di Indonesia. Kurangnya
sosialisasi dan pemahaman mengenai Rencana Pitalebar di
kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat.

Banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam
mengimplementasikan infrastruktur yang diperlukan. Potensi
konflik bisa muncul antara harapan instansi pemerintah untuk
meningkatkan akses informasi dan realitas di lapangan yang
tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Meskipun ada kerangka hukum yang mendukung
pembangunan infrastruktur TIK, implementasinya masih
menghadapi berbagai tantangan. Regulasi tambahan yang
komprehensif diperlukan agar hak-hak masyarakat dalam
konteks akses informasi dan infrastruktur TIK terpenuhi.
PerPres No. 95/ 2018 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pelayanan publik. Kurangnya pemahaman
dan sosialisasi mengenai SPBE di kalangan pegawai
pemerintah dan masyarakat.

Meskipun peraturan ini telah ditetapkan, metode
konvensional kerap terjadi dalam memberikan pelayanan
kepada Masyarakat. Masyarakat merasa kesulitan untuk
mengajukan keluhan atau mengadukan ketidakpuasan
terhadap pelayanan berbasis elektronik. = Mereka
mengganggap prosedur yang rumit dan kurangnya dukungan
dari lembaga yang berwenang. Penerapan intensif kebijakan
diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik

berbasis elektronik.
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7)

8)

Permen PANRB No. 5/2018 untuk merinci Perpres 95/2018
guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
melalui SPBE. Hal ini untuk memudahkan penerapan melalui
pedoman SPBE.

Kendala di setiap instansi sangat berbeda khususnya di

daerah dan terpencil. Mereka masih melayani secara
konvensional. Tantangan ini memerlukan pemerataan
infrastruktur yang merata di seluruh provinsi agar terjadi
peningkatan kualitas pelayanan di Indonesia.
PerPres No. 39/2019 bertujuan untuk menciptakan satu
sistem data yang terintegrasi dan akurat dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan satu sistem data
tidaklah mudah karena banyaknya variasi dan keunikan data
serta kompleksitas data.

Untuk hal ini perlu sosialisasi dan pemahaman mengenai
konsep SDI di kalangan pegawai pemerintah dan
masyarakat. Instansi belum sepenuhnya memahami
pentingnya integrasi data dan bagaimana cara
mengimplementasikannya  secara  efekiif. Hal  ini
menyebabkan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan, dan
beberapa instansi masih mengelola data secara terpisah dan
tidak terintegrasi.

Penelitian menunjukkan meskipun peraturan ini tersedia,
banyak lembaga yang masih menggunakan metode
tradisional dalam pengelolaan data, yang berujung pada

ketidakakuratan dan ketidakcocokan data. Kekurangan

50



lainnya adalah adanya ambiguitas dalam beberapa
ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini. Misalnya,
definisi tentang "data" dan "sistem data" tidak selalu jelas,
yang dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda di antara
berbagai instansi dan dalam penegakan hukum.

Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik antara
harapan instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas
data dan realitas di lapangan sehingga tidak sesuai dengan
standar yang ditetapkan. Peraturan ini memberikan jaminan
akses terhadap data publik, mekanisme pengaduan dan
penyelesaian sengketa namun masih dianggap lemah.
Tantangan SDI memerlukan regulasi tambahan yang
mengatur seluruh data public dapat distandarisasi secara
cepat dan akurat dan dikelola dengan baik.
Permen PANRB No. 59/2020 bertujuan untuk memberikan
pedoman dalam melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap implementasi SPBE di seluruh instansi pemerintah.
Kurangnya sosialisasi dan pemahaman pedoman
pemantauan dan evaluasi di kalangan internal pegawai
pemerintah. Instansi belum sepenuhnya memahami prosedur
dan indikator yang harus digunakan dalam pemantauan dan
evaluasi SPBE, sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan
dalam pelaksanaan (Hutama, dkk., 2024).

Beberapa Ilembaga masih mengabaikan aspek
pemantauan dan evaluasi, mengakibatkan kegagalan dalam
mencapai tujuan SPBE (Bisma, 2022). Peraturan ini

memberikan jaminan akses terhadap informasi publik,
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mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa namun
masih dianggap lemah.

Banyak pegawai dan masyarakat yang merasa kesulitan
untuk mengajukan keluhan atau mengadukan ketidakpuasan
mereka terhadap hasil pemantauan dan evaluasi yang
diberikan, karena prosedur yang rumit dan kurangnya
dukungan dari lembaga yang berwenang. Selain itu potensi
penyalahgunaan peraturan dapat terjadi misalnya keinginan
mencapai nilai indeks tinggi menyebabkan pelaporan

dimanipulasi.

10)Permen PANRB No. 5/ 2020 bertujuan untuk memberikan
pedoman dalam pengelolaan risiko SPBE. Beberapa instansi
belum sepenuhnya memahami pentingnya manajemen risiko
SPBE, mengakibatkan pelaksanaan kurang optimal. Padahal
hal ini dapat mengakibatkan kerugian dan kegagalan dalam
implementasi sistem.

Beberapa pihak dapat menghindari tanggung jawab atau
untuk menutupi ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan
yang diberikan. Regulasi yang bersifat praktis diperlukan
agar manajemen risiko dapat terlaksana dengan optimal.

11)Perpres No. 132/2022 bertujuan untuk menciptakan
kerangka kerja yang terintegrasi dalam penyelenggaraan
SPBE. Sosialisasi dan pemahaman mengenai arsitektur
SPBE di lembaga pemerintah masih perlu diperluas.
Prinsip arsitektur aplikasi khususnya SPBE memerlukan

pengelolaan terintegrasi dan seksama agar tidak
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menyebabkan inefisiensi pengelolaan data dan pelayanan
publik. Keterpaduan adalah kunci dalam pengelolaan sistem
informasi publik (Fachrizal, dkk., 2023).

12)Perpres No. 17/ 2023 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa
secara digital. Sosialisasi dan pemahaman mengenai
peraturan ini perlu dilakukan bagi pegawai pemerintah dan
penyedia barang/jasa karena banyak instansi yang belum
paham mekanisme dan prosedur baru peraturan ini.

Banyak lembaga masih menggunakan metode
konvensional saat pengadaan. Padahal dapat berpotensi
menimbulkan konflik di lapangan. Penyedia barang/jasa yang
merasa kesulitan untuk mengajukan keluhan atau
mengadukan ketidakpuasan mereka terhadap proses
pengadaan karena prosedur yang rumit dan kurangnya
dukungan dari lembaga yang berwenang.

Beberapa pihak menggunakan ketentuan dalam
peraturan agar terhindar dari tanggung jawab atas
pengadaan barang/jasa. @ Turunan regulasi  yang
komprehensif diperlukan agar penyedia barang/jasa mampu
melaksanakan prosedur dengan baik.

13) Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi
Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional bertujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
Adanya ketidakjelasan pasal dalam kebijakan ini berpotensi

menimbulkan konflik antara tujuan instansi pemerintah dan
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realitas di lapangan yang menyebabkan ketidaksesuaian
standar yang ditetapkan.

Ketentuan dalam peraturan dapat berpotensi untuk
disalahgunakan. Oleh karena itu, tata cara pelaksanaan
operasional perlu diperjelas agar layanan digital dapat
sepenuhnya terbangun(Adinegoro, 2023).

14) Kepmen PANRB No. 13/2024 bertujuan untuk menilai dan
meningkatkan efektivitas implementasi SPBE di Indonesia.
Banyaknya sistem yang masih belum terintegrasi
(fragmentasi) menyebabkan operasional tidak efisien.
Sebagai contoh, instansi mengembangkan sistem sendiri
tanpa koordinasi dengan instansi lain. Menurut Yulianto,
dkk.(2022) dan Antara (2023) tentu hal ini menghambat
integrasi dan interoperabilitas antar sistem. Ditambah dengan

keterbatasan infrastruktur TIK di daerah terpencil.

Meskipun PDN dibangun untuk memperluas jaringan,
namun aksesibilitas dan distribusi infrastruktur masih menjadi
kendala utama (Azizah, 2023). Minimnya tenaga ahli dan
mengakibatkan kesulitan pengelolaan SPBE. Menurut
Yulianto, dkk. (2022) pelatihan dan pengembangan SDM
belum merata di seluruh instansi pemerintah, menyebabkan

disparitas dalam kemampuan dan kinerja.

Dari uraian di atas terungkap perlunya penguatan aspek
kebijakan secara nasional maupun turunannya. Begitu pula
regulasi yang ditetapkan harus didukung oleh keselarasan

antara kebijakan pusat dan daerah, agar transformasi digital
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dapat berjalan inklusif dan merata. Sinergi kebijakan nasional
KM dan e-Gov perlu diperluas dengan prinsip open government
dan data-driven governance menjadi kunci dalam mewujudkan

pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif.
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BAB IV. SINERGI KNOWLEDGE MANAGEMENT DAN E-
GOVERNMENT

Sinergi KM dan e-Gov yang efektif memerlukan tahapan
yang terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan. Tahapan ini
tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga perubahan
kelembagaan, budaya birokrasi, serta partisipasi masyarakat
dan pemangku kepentingan. Beberapa tahapan diuraikan

sebagai berikut:

1) Penguatan Arsitektur KM dan e-Gov
Tahap awal yang krusial adalah penguatan arsitektur KM dan
e-Gov, yang mencakup integrasi data, interoperabilitas
layanan, dan standardisasi sistem informasi di seluruh
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Kebijakan
Arsitektur SPBE berfungsi sebagai peta jalan digitalisasi
pemerintahan yang memungkinkan sinkronisasi lintas sektor
dan meminimalkan duplikasi sistem (Kementerian PANRB,
2021).

2) Pengembangan Kapasitas SDM Digital
Ketersediaan SDM yang kompeten menjadi pilar utama
keberhasilan sinergi KM dan e-Gov. Diperlukan pelatihan
berkelanjutan, sertifikasi digital, dan pengembangan
kompetensi ASN dalam bidang TIK, manajemen proyek
digital, serta keamanan siber (UNESCAP, 2021). Menurut
Kominfo (2022) inisiatif seperti Digital Leadership Academy
(DCA) menjadi contoh pelatihan kepemimpinan digital yang

perlu diperluas cakupannya.
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3)

4)

6)

Pendekatan Tata Kelola Kolaboratif

Pendekatan KM dan e-Gov harus berbasis tata kelola
kolaboratif (collaborative governance) yang melibatkan
partisipasi aktif dari swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan
media. Pendekatan ini memperkuat transparansi dan
mempercepat adopsi solusi digital berbasis kebutuhan nyata
masyarakat (Ansell & Gash, 2008).

Penguatan Infrastruktur Digital

Penguatan infrastruktur TIK secara merata, khususnya di
daerah tertinggal. Tanpa konektivitas yang memadai,
layanan digital pemerintah akan sulit diakses oleh semua
lapisan masyarakat. Proyek seperti Palapa Ring dan
perluasan jaringan 4G/5G harus dipercepat untuk
mendukung SPBE inklusif (Bappenas, 2020).

Manajemen Perubahan dan Budaya Digital

Transformasi digital sektor publik bukan hanya persoalan
teknologi, tetapi juga perubahan budaya organisasi.
Manajemen perubahan (change management) perlu
diterapkan untuk mengatasi resistensi, membangun
komitmen pimpinan, dan mendorong budaya kerja berbasis
pengetahuan dan inovasi (Kotter, 1996).

Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data

Proses evaluasi harus didukung oleh indikator yang jelas dan
sistem pelaporan yang real time. Indeks SPBE nasional
menjadi alat strategis untuk mengukur kinerja digitalisasi
instansi secara periodik dan mendorong perbaikan
berkelanjutan berbasis data (Kementerian PANRB, 2023).
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Dengan menerapkan tahapan di atas secara terintegrasi,
KM dan e-Gov Indonesia dapat berkembang secara inklusif,
berkelanjutan, dan mendorong reformasi birokrasi yang lebih
adaptif di era KS50.

41. Pemenuhan Good Government dan Governance

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance and government) dapat dilakukan melalui beberapa
langkah yang komprehensif dan terintegrasi. Berikut upaya yang

dapat dilakukan:

1) Transparansi dan Akuntabilitas. KM dan e-Gov akan
meningkatkan aksesibilitas data dan informasi publik,
memungkinkan masyarakat untuk mengawasi Kkinerja
pemerintah secara lebih transparan. Ini mencakup akses ke
laporan keuangan, laporan kinerja, dan dokumen publik
lainnya yang tersedia secara online.

2) Efisiensi dan Efektivitas. KM dan e-Gov akan
mengotomatisasi banyak proses administratif, mengurangi
waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk layanan publik, serta
mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Otomatisasi
ini mencakup berbagai layanan, mulai dari perizinan,
pengelolaan keuangan, hingga administrasi kependudukan,
dan dilakukan secara lebih cepat dan efisien.

3) Otomatisasi proses merupakan salah satu faktor kunci dalam
meningkatkan efisiensi operasional pemerintah.

Mengintegrasikan berbagai aplikasi dan layanan pemerintah
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4)

5)

6)

ke dalam satu sistem terpadu mengurangi duplikasi dan
meningkatkan koordinasi antar instansi.

Peningkatan Layanan Publik. Layanan digital terintegrasi
melalui satu portal memudahkan masyarakat dalam
mengakses berbagai layanan publik seperti kesehatan,
pendidikan, perizinan usaha, dan perpajakan. Portal terpadu
ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi
masyarakat, sehingga mereka tidak perlu mengunjungi
berbagai situs web atau aplikasi untuk mendapatkan layanan
yang mereka butuhkan.

Penguatan SDM. Peningkatan kapasitas dan kompetensi
ASN dalam teknologi digital adalah kunci untuk mendukung
transformasi digital dan mencegah praktik korupsi. Pelatihan
yang berkelanjutan memastikan bahwa ASN memiliki
keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk
memanfaatkan teknologi secara efektif.

Keamanan dan Keandalan Data. Pembangunan Pusat Data
Nasional (PDN) dengan standar keamanan tinggi untuk
memastikan keamanan data pemerintah dan mendukung
pemanfaatan big data analytics serta kecerdasan buatan
dalam pengambilan keputusan. PDN dirancang untuk
mengelola data pemerintah secara aman dan efisien,
mendukung analisis data untuk kebijakan yang lebih baik.
Digital Leadership. Indonesia diprediksi akan menjadi salah
satu negara maju di dunia dengan potensi ekonomi yang
signifikan. Indikator ekonomi menunjukkan pertumbuhan

yang konsisten, kontribusi sektor ekonomi yang beragam,
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dan peningkatan pendapatan per kapita. Stabilitas politik
yang terus berkembang sejak reformasi 1998 menjadikan
Indonesia salah satu demokrasi terbesar di kawasan ini.
Pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan menjadi
ekonomi terbesar ke-4 di dunia dengan PDB mencapai
US$8,89 triliun.

4.2. Dukungan dan Komitmen Pemerintah

Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan sosial
seperti kemiskinan, stunting, dan kesenjangan sosial yang perlu
diatasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Tantangan bidang ekonomi termasuk ketergantungan pada
sektor ekstraktif, de-industrialisasi, dan rendahnya produktivitas
nasional harus dihadapi dengan strategi yang tepat. Pengelolaan
bonus demografi juga menjadi kunci, dengan fokus pada
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pemerintah Indonesia
berkomitmen untuk mengakselerasi transformasi digital melalui
sinergi KM dan e-Gov. Transformasi ini melibatkan integrasi
proses bisnis, data, dan informasi, infrastruktur teknologi, serta
keamanan untuk pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas

pelayanan publik.

Upaya dapat dilakukan meliputi peningkatan transparansi
dan akuntabilitas dengan memanfaatkan aksesibilitas data dan
informasi publik secara online. Melalui SPBE, masyarakat dapat
lebih mudah mengawasi kinerja pemerintah dengan akses ke
laporan keuangan, laporan kinerja, dan dokumen-dokumen

publik lainnya. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami
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bagaimana pemerintah menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap

pemerintah.

Selanjutnya Inisiatif SDI dan implementasi PDN menjadi
bagian integral dari upaya ini. PDN dapat mengkonsolidasikan
data secara nasional, menjamin keandalan dan akurasi data,
serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data yang
lebih baik. Dengan memiliki satu sumber data yang andal,
pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil
tepat dan didasarkan pada informasi yang akurat, yang pada
gilirannya mendukung terciptanya good governance yang efektif

dan transparan.
4.3. Representasi Aspek PESTEL

Sinergi KM dan e-Gov semakin diakui sebagai strategi
pivotal untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan
akuntabilitas pemerintahan. Aspek PESTEL (Political, Economic,
Social, Technological, Environmental, Legal) digunakan untuk
mengevaluasi faktor makro lingkungan yang mempengaruhi
implementasi suksesnya KM dan e-Gov. Analisis ini untuk
menemukan peran penting dalam membentuk efektivitas inisiatif
GovTech.

1) Faktor Politik
Landscape politik secara signifikan mempengaruhi
sinergitas KM dan e-Gov. Kebijakan dan peraturan
pemerintah harus mendukung transformasi digital, dan

memastikan bahwa ada lingkungan yang menguntungkan
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2)

dari KM dan e-Gov. Misalnya, komitmen para pemimpin
politik terhadap digitalisasi dapat mendorong reformasi yang
diperlukan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk
KM dan e-Gov.

Selain itu, stabilitas politik penting untuk mendorong
kepercayaan publik terhadap sistem elektronik, penting untuk
diterima dan digunakan oleh mereka. Sinergitas KM dan e-
Gov membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah pusat dan
daerah. Kondisi politik yang stabil akan mendukung
pelaksanaan KM dan e-Gov secara konsisten dan
berkesinambungan. Kebijakan dengan GovTech
menunjukkan komitmen politik yang tinggi dari pemerintah
untuk mendorong transformasi digital dalam birokrasi.
Kebijakan Sentralisasi vs Desentralisasi menjadi tantangan.
Sentralisasi kebijakan digital di tingkat nasional dan otonomi

daerah memerlukan koordinasi yang baik.

Faktor Ekonomi

Lingkungan ekonomi mempengaruhi dana dan sumber
daya vyang tersedia untuk inisiatf KM dan e-Gov.
Pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan peningkatan
pendapatan pemerintah, yang dapat diinvestasikan kembali
dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan untuk pegawai
negeri sipil ("Memperkuat Ekonomi Digital MSME sebagai
Resiliensi Ekonomi Nasional Indonesia", 2023).

Sebaliknya, resesi ekonomi dapat membatasi alokasi

anggaran untuk proyek-proyek digital, menghalangi
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3)

kemajuan. Implikasi ekonomi juga meluas ke penghematan
biaya melalui peningkatan efisiensi dalam pengiriman
layanan publik, yang dapat meningkatkan resiliensi ekonomi
secara keseluruhan.

Penerapan KM dan e-Gov bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi administrasi pemerintah, yang dapat berdampak
positif pada efisiensi ekonomi. Dengan birokrasi yang lebih
efisien, biaya administrasi dapat ditekan, dan alokasi sumber
daya menjadi lebih optimal.

Sinergi KM dan e-Gov membutuhkan investasi besar
dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
yang dapat menjadi beban anggaran pemerintah, terutama
bagi daerah yang kurang maju secara ekonomi. Namun,
investasi ini diharapkan dapat memberikan hasil jangka

panjang melalui peningkatan efisiensi dan transparansi.

Faktor Sosial.

Penerimaan sosial dan kecerdasan digital di antara warga
sangat penting untuk keberhasilan KM dan e-Gov. Kampanye
kesadaran publik dan program pendidikan dapat
meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap
layanan elektronik. Selain itu, mengatasi kesenjangan digital
sangat penting dan memastikan bahwa semua segmen
populasi memiliki akses ke teknologi diperlukan untuk
pengiriman layanan yang adil.

Implikasi sosial KM dan e-Gov juga termasuk potensi

untuk peningkatan keterlibatan warga dan partisipasi dalam
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4)

proses pemerintahan melalui platform digital. Inklusi digital
dan aksesibilitas menjadi tantangan dalam memastikan
inklusi digital bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok
rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan
masyarakat di daerah terpencil.

GovTech telah mendorong pengembangan infrastruktur
digital yang merata, namun tantangan dalam mengatasi
kesenjangan digital tetap ada. Peralihan dari sistem manual
ke sistem elektronik membutuhkan perubahan budaya di
kalangan ASN. Resistensi terhadap perubahan dan
kurangnya literasi digital di kalangan ASN bisa menjadi

hambatan dalam KM dan e-Gov.

Faktor Teknologi

Kemajuan pesat TIK adalah pedang bermata dua untuk
KM dan e-Gov. Di satu sisi, itu menyajikan peluang untuk
solusi inovatif dan pengiriman layanan yang lebih baik, di sisi
lain, itu menimbulkan tantangan yang terkait dengan
keamanan siber dan kebutuhan untuk pembaruan dan
pemeliharaan sistem digital yang terus-menerus.

Integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan
analisis data besar dapat meningkatkan kemampuan KM dan
e-Gov tetapi membutuhkan investasi dan keahlian yang
signifikan. Pentingnya infrastruktur TIK yang kuat dan inovasi
teknologi seperti cloud computing, big data, dan Al akan

memainkan peran penting dalam KM dan e-Gov.
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Teknologi yang canggih juga membawa tantangan dalam
hal keamanan siber. Perpres mengharuskan penerapan
standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data dan
sistem pemerintah dari ancaman siber, yang menjadi

semakin penting seiring dengan peningkatan digitalisasi.

Faktor Lingkungan

Dampak lingkungan dari inisiatif KM dan e-Gov semakin
relevan, terutama dalam hal Kkeberlanjutan. Digital
governance dapat mengurangi penggunaan kertas dan
mempromosikan manajemen sumber daya yang lebih efisien.
Namun, implikasi lingkungan dari limbah elektronik dan
konsumsi energi yang terkait dengan infrastruktur digital juga
harus dipertimbangkan.

Pembuat kebijakan harus berusaha untuk menerapkan
praktik ramah lingkungan untuk menyesuaikan dengan tujuan
keberlanjutan global. Salah satu manfaat SPBE adalah
pengurangan penggunaan kertas dalam administrasi
pemerintahan, yang berdampak positif terhadap lingkungan.

Digitalisasi proses birokrasi membantu mengurangi jejak
karbon pemerintah dan mendukung inisiatif keberlanjutan
lingkungan. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur TIK
seperti pusat data membutuhkan energi yang signifikan.
GovTech perlu mempertimbangkan bagaimana
mengimbangi dampak lingkungan dari infrastruktur TIK
dengan praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan energi

terbarukan.
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6) Faktor Hukum

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan data,
privasi, dan transaksi elektronik sangat penting untuk
keberhasilan sinergi KM dan e-Gov. Perlindungan hukum
yang kuat dapat meningkatkan kepercayaan publik dan
mendorong penggunaan layanan digital. Kepatuhan dengan
standar dan peraturan internasional juga diperlukan untuk
memfasilitasi interaksi digital lintas batas dan memastikan
keamanan data pemerintah.

Tantangan hukum, seperti undang-undang yang sudah
usang yang tidak sesuai dengan proses digital, harus
ditangani untuk memungkinkan pemerintahan yang efektif.
GovTech harus menetapkan kerangka regulasi yang jelas
untuk sinergi KM dan e-Gov, termasuk standar operasional
dan kebijakan keamanan.

Namun, keberhasilan sinergi juga bergantung pada
kepatuhan dari berbagai instansi pemerintah pusat dan
daerah. Aspek legal penting lainnya adalah perlindungan
data pribadi. GovTech perlu dipadukan dengan regulasi lain
yang mengatur tentang perlindungan data, seperti UU
Perlindungan Data Pribadi, untuk memastikan bahwa data
yang dikumpulkan dan dikelola melalui KM dan e-Gov aman
dan tidak disalahgunakan.
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Selanjutnya berdasarkan ulasan PESTEL di atas

beberapa upaya diajukan untuk meningkatkan implementasi dan

keberhasilan KM dan e-Gov di Indonesia:

1)

2)

3)

Peningkatan Inklusi Digital. Perlunya program literasi digital
yang masif untuk memastikan semua lapisan masyarakat,
terutama yang berada di daerah terpencil dan kurang
terlayani, dapat mengakses dan memanfaatkan layanan KM
dan e-Gov. Ini termasuk pelatihan khusus untuk masyarakat
rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Alasan:
inklusi digital adalah kunci untuk memastikan bahwa seluruh
masyarakat dapat berpartisipasi dan menerima manfaat dari

transformasi digital ini.

Pembangunan Infrastruktur TIK yang Merata. Pemerintah
harus mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh Indonesia,
termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Penggunaan teknologi
satelit dan jaringan 5G harus dipertimbangkan untuk
memperluas jangkauan internet. Alasan: kesenjangan
infrastruktur dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam
penerapan KM dan e-Gov, menghambat tujuan untuk

integrasi layanan di seluruh wilayah Indonesia.

Penguatan Keamanan Siber. Diperlukan strategi keamanan
siber yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pelatihan
keamanan bagi aparatur sipil negara, penerapan sistem
keamanan multi-lapis, dan pengawasan berkelanjutan

terhadap potensi ancaman siber. Alasan: dengan semakin
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4)

5)

banyaknya data sensitif yang dikelola secara digital, risiko
terhadap serangan siber meningkat, sehingga keamanan

data harus menjadi prioritas utama.

Pengembangan Sistem lIdentitas Digital. Pengembangan
sistem identitas digital nasional yang aman dan terintegrasi
perlu diprioritaskan. Ini termasuk penggunaan teknologi
blockchain untuk memastikan integritas dan privasi data
identitas warga negara. Alasan: identitas digital yang kuat
akan menjadi fondasi bagi berbagai layanan pemerintah

elektronik, meningkatkan efisiensi dan keamanan.

Mendorong Kolaborasi Publik-Swasta. Pemerintah perlu
membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk
mempercepat pengembangan teknologi, infrastruktur, dan
inovasi dalam KM dan e-Gov. Ini dapat mencakup kerja sama
dalam bidang pengembangan aplikasi, infrastruktur cloud,
dan layanan keamanan. Alasan: sektor swasta memiliki
keahlian dan sumber daya yang dapat membantu
mempercepat penerapan dan peningkatan kualitas layanan
publik.

Peningkatan Literasi dan Kompetensi Digital bagi ASN.
Program pelatihan digital yang komprehensif dan
berkelanjutan untuk ASN harus diadakan, dengan fokus pada
penggunaan teknologi, manajemen data, dan keamanan
siber. Alasan: ASN adalah ujung tombak dalam implementasi
SPBE, sehingga peningkatan kapasitas mereka dalam

teknologi digital akan menentukan keberhasilan inisiatif ini.
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7)

8)

Integrasi dengan Kebijakan Satu Data Indonesia. KM dan e-
Gov harus diintegrasikan lebih erat dengan Kebijakan Satu
Data Indonesia untuk memastikan bahwa data pemerintah
dikelola secara efisien, akurat, dan mudah diakses lintas
instansi. Alasan: data yang terintegrasi akan mendukung
pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan

kualitas layanan publik.

Pengembangan Layanan M-Government. Selain layanan e-
Gov, pemerintah perlu mengembangkan layanan mobile
government (m-government) untuk memastikan akses yang
lebih luas dan mudah, terutama bagi masyarakat yang lebih
sering menggunakan perangkat mobile. Alasan: dengan
penetrasi ponsel yang tinggi, m-government dapat menjadi
sarana efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan

kemudahan akses layanan pemerintah.

Evaluasi dan Adaptasi Berkelanjutan. Implementasi KM dan
e-Gov harus dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi
tantangan dan peluang perbaikan. Berdasarkan hasil
evaluasi, kebijakan dan strategi harus disesuaikan agar tetap
relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan
masyarakat. Alasan: dunia digital terus berubah, dan tanpa
adaptasi berkelanjutan, KM dan e-Gov bisa menjadi usang
atau tidak efektif.

10)Pengembangan Mekanisme Umpan Balik dari Pengguna.

Pemerintah  perlu  mengembangkan platform yang

memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik secara
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langsung mengenai kualitas layanan KM dan e-Gov. Umpan
balik ini harus digunakan untuk perbaikan dan inovasi
layanan secara berkelanjutan. Alasan: mendengar suara
pengguna layanan pemerintanh adalah penting untuk
memastikan layanan tersebut memenuhi kebutuhan nyata
masyarakat dan terus berkembang sesuai dengan harapan

mereka.

KM dan e-Gov tidak hanya merupakan alat untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, tetapi juga
berfungsi sebagai fondasi yang memperkuat ketahanan nasional
di berbagai aspek mulai dari informasi, keamanan, ekonomi,
hingga sosial. Implementasi sinergi KM dan e-Gov yang kuat dan
terintegrasi  berkontribusi signifikan terhadap kemampuan
negara dalam menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman

yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.
4.4. Representasi Aspek Asta Gatra

Dari aspek delapan gatra ketahanan nasional
menjelaskan posisi KM dan e-Gov dapat mempengaruhi dan

mendukung ketahanan nasional:
1) ldeologi

Pengaruh KM dan e-Gov dapat memperkuat ideologi
Pancasila dengan menyediakan platform digital untuk
pendidikan ideologi dan diseminasi informasi yang
mendukung nilai-nilai  Pancasila. Pemerintah  dapat

memperkuat semangat nasionalisme dan mempromosikan
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2)

3)

kesadaran ideologi kepada seluruh masyarakat secara lebih
efektif. Kontribusi terhadap Ketahanan Nasional, KM dan e-
Gov memastikan bahwa ideologi negara dapat diajarkan dan
disebarkan dengan lebih luas dan konsisten, memperkuat
fondasi ideologis bangsa dan mencegah penyebaran ideologi

yang bertentangan dengan Pancasila.
Politik

Pengaruh KM dan e-Gov meningkatkan transparansi,
partisipasi, dan akuntabilitas dalam proses politik dengan
memfasilitasi akses publik terhadap informasi pemerintah,
memudahkan partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan,
dan menyediakan platform untuk pengawasan publik
terhadap kinerja pemerintah. Kontribusi terhadap Ketahanan
Nasional dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap
proses politik dan pemerintahan, KM dan e-Gov memperkuat
stabilitas politik yang merupakan salah satu pilar utama

ketahanan nasional.
Ekonomi

Pengaruh KM dan e-Gov mendukung pertumbuhan
ekonomi dengan meningkatkan efisiensi administrasi
pemerintah, mempercepat proses bisnis, dan mendukung
digitalisasi sektor ekonomi seperti UMKM dan layanan
keuangan. Ini juga membantu menciptakan lingkungan bisnis
yang lebih transparan dan kondusif. Kontribusi terhadap
Ketahanan Nasional, ekonomi yang stabil dan berkembang

adalah komponen vital ketahanan nasional. Dengan
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4)

mendorong efisiensi dan inovasi ekonomi melalui KM dan e-
Gov, pemerintah dapat memperkuat daya saing ekonomi

nasional dan ketahanan ekonomi.
Sosial

Pengaruh KM dan e-Gov memungkinkan distribusi
layanan sosial yang lebih adil dan merata, termasuk layanan
kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Ini juga
memfasilitasi inklusi sosial dengan menyediakan akses yang
lebih mudah ke layanan pemerintah bagi semua lapisan
masyarakat. Kontribusi terhadap Ketahanan Nasional,
ketahanan sosial diperkuat ketika semua warga negara
merasa termasuk dan dilayani dengan baik oleh negara. KM
dan e-Gov memastikan bahwa layanan sosial dapat
menjangkau seluruh populasi, mengurangi ketimpangan

sosial dan memperkuat kohesi sosial.
Budaya

Pengaruh KM dan e-Gov digunakan  untuk
mempromosikan dan melestarikan kebudayaan Indonesia
melalui digitalisasi arsip budaya, penyebaran informasi
budaya, dan pengembangan platform untuk mengakses
kekayaan budaya Indonesia secara digital. Kontribusi
terhadap Ketahanan Nasional, pelestarian budaya nasional
melalui KM dan e-Gov membantu memperkuat identitas
nasional, yang merupakan komponen penting dalam
menghadapi tantangan globalisasi dan menjaga ketahanan

nasional.
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6)

7)

Pertahanan

Pengaruh KM dan e-Gov mendukung penguatan sistem
komando dan kontrol militer melalui digitalisasi informasi dan
komunikasi, yang memungkinkan koordinasi yang lebih baik
antar satuan militer. KM dan e-Gov juga dapat digunakan
untuk mendukung mobilisasi sumber daya nasional dalam
situasi darurat atau perang. Kontribusi terhadap Ketahanan
Nasional memperkuat infrastruktur komunikasi dan informasi
di sektor pertahanan, KM dan e-Gov membantu memastikan
bahwa negara dapat mempertahankan kedaulatan dan

keutuhan wilayahnya dalam menghadapi ancaman eksternal.
Keamanan

Pengaruh KM dan e-Gov meningkatkan keamanan
nasional dengan menyediakan infrastruktur yang mendukung
pengawasan dan penegakan hukum, termasuk pemantauan
kegiatan ilegal secara digital dan penguatan keamanan siber
untuk melindungi data dan sistem pemerintahan dari
ancaman siber. Kontribusi terhadap Ketahanan Nasional,
keamanan nasional diperkuat melalui sistem yang mampu
merespons ancaman dengan cepat dan efisien. KM dan e-
Gov mendukung deteksi dini dan mitigasi ancaman, baik dari

dalam negeri maupun luar negeri.
Geografi

Pengaruh KM dan e-Gov memungkinkan pengelolaan

wilayah dan sumber daya alam yang lebih efisien melalui
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9)

penggunaan teknologi informasi, seperti pemantauan
lingkungan secara real-time, pengelolaan bencana, dan tata
ruang berbasis digital. Kontribusi terhadap Ketahanan
Nasional dapat memanfaatkan teknologi digital untuk
mengelola dan melindungi sumber daya geografi Indonesia,
KM dan e-Gov membantu menjaga ketahanan sumber daya
alam dan kelestarian lingkungan, yang merupakan bagian

integral dari ketahanan nasional.
Gatra Sumber Kekayaan Alam

Pengaruh KM dan e-Gov dapat digunakan untuk
mengelola dan memantau sumber daya alam secara lebih
efisien dan berkelanjutan. Dengan teknologi digital,
pemerintah dapat memantau penggunaan lahan, hutan, air,
dan sumber daya mineral secara real-time. KM dan e-Gov
juga memungkinkan pengawasan terhadap kegiatan ilegal
seperti penebangan liar, penambangan ilegal, dan
pencemaran lingkungan melalui sistem pemantauan berbasis
sensor dan data satelit. Kontribusi terhadap Ketahanan
Nasional, pengelolaan SDA yang efisien dan berkelanjutan
adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan
lingkungan. KM dan e-Gov membantu memastikan bahwa
SDA digunakan secara bijaksana, dilindungi dari eksploitasi
berlebihan, dan tetap tersedia untuk generasi mendatang,

yang semuanya mendukung ketahanan nasional.
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10)Gatra Demografi

Pengaruh KM dan e-Gov memungkinkan pemerintah
untuk mengelola data demografi secara lebih akurat dan real-
time. Sistem ini mendukung pengelolaan kependudukan,
pencatatan sipil, dan perencanaan sosial yang lebih baik.
Dengan KM dan e-Gov, data demografis dapat diintegrasikan
dengan data lain untuk mendukung kebijakan yang lebih
tepat sasaran, seperti program kesehatan, pendidikan, dan
kesejahteraan sosial. Kontribusi terhadap Ketahanan
Nasional, pengelolaan data demografi yang akurat
membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang
sesuai dengan kebutuhan populasi, seperti dalam hal
perencanaan keluarga, distribusi sumber daya, dan
pengelolaan migrasi. Ini berkontribusi pada stabilitas sosial
dan ekonomi yang menjadi bagian penting dari ketahanan

nasional.
11)Gatra Geografi

Pengaruh KM dan e-Gov memungkinkan pengelolaan
wilayah dan sumber daya geografi secara lebih efektif melalui
teknologi seperti GIS (Geographic Information System),
pemetaan digital, dan pengelolaan tata ruang berbasis data.
Sistem ini membantu dalam perencanaan pembangunan,
pengelolaan bencana, dan konservasi lingkungan, serta
mendukung pengelolaan batas wilayah negara. Kontribusi
terhadap Ketahanan Nasional, pengelolaan wilayah yang

baik adalah krusial untuk mempertahankan kedaulatan dan
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integritas teritorial Indonesia. SPBE membantu memastikan
bahwa wilayah geografis Indonesia dapat dikelola dengan
efisien, termasuk dalam hal pertahanan, mitigasi bencana,
dan konservasi lingkungan, semuanya berkontribusi pada

ketahanan nasional.

Sinergi KM dan e-Gov berkontribusi secara signifikan
pada masing-masing gatra ketahanan nasional dengan
memperkuat struktur dan fungsi pemerintahan, meningkatkan
efisiensi dan transparansi, serta memastikan bahwa seluruh
elemen negara bekerja secara sinergis untuk menjaga stabilitas
dan kedaulatan Indonesia. Melalui digitalisasi dan integrasi
proses pemerintahan, KM dan e-Gov memainkan peran penting

dalam mendukung ketahanan nasional secara menyeluruh.

Dengan adanya KM dan e-Gov, setiap gatra—baik itu
sumber kekayaan alam, budaya, demografi, maupun geografi—
dapat dikelola secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Hal
ini tidak hanya meningkatkan ketahanan nasional dalam setiap
aspek tersebut tetapi juga memastikan bahwa semua gatra
bekerja sinergis untuk mendukung stabilitas dan kemakmuran
nasional. Implementasi KM dan e-Gov yang komprehensif dan
terintegrasi dapat memperkuat seluruh komponen ketahanan
nasional, menjadikan Indonesia lebih siap menghadapi berbagai

tantangan dan ancaman di masa depan.
4.5. Representasi Aspek SISMENAS

Adapun analisis perbandingan e-Gov dari beberapa

negara terkait aspek Sismenas disajikan sebagai berikut:
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1)

2)

3)

Digital India memiliki konektivitas internet berkecepatan
tinggi. Di Indonesia, Palapa Ring adalah upaya memperluas
jaringan internet ke daerah terpencil yang dapat meniru
Digital India. Inisiatif DigiLocker di India, adalah penyimpanan
dan akses dokumen digital aman, menjadi inspirasi layanan
serupa di Indonesia untuk mengintegrasikan dokumen dan

layanan publik dalam satu platform.

e-Gov di Nigeria menavigasi kompleksitas regulasi dan
resistensi internal. Penekanan pada pelatihan dan perubahan
budaya di kalangan pegawai negeri dapat membantu

Indonesia mengatasi tantangan serupa.

Penggunaan loT dalam layanan publik dapat meningkatkan
pengelolaan layanan publik, seperti pemantauan kualitas
udara, manajemen lalu lintas, dan pengelolaan energi. Di
Indonesia, |oT dapat diterapkan di smart cities, seperti
Jakarta, Surabaya, dan Bandung sehingga sensor dan
perangkat loT dapat mengoptimalkan pengelolaan
infrastruktur perkotaan dan menjadi langkah penting dalam
mendukung SPBE.

Big Data guna meningkatkan pengambilan keputusan
pemerintah telah menjadi tren global. Indonesia dapat
meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor, termasuk
kesehatan, pendidikan, dan manajemen bencana. Misalnya,
pengumpulan dan analisis data real-time dari berbagai
sumber dapat membantu pemerintah Indonesia dalam

merespons bencana alam dengan lebih cepat dan efektif.
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Secara global implementasi e-Gov di banyak negara telah
terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi
publik. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan
negara-negara Eropa telah berhasil mengintegrasikan teknologi
seperti (loT), Big Data, dan Artificial Intelligence (Al) ke dalam
sistem pemerintahan mereka. Selain itu, konsep Society 5.0 dari
Jepang, yang mengintegrasikan teknologi dengan solusi untuk
masalah sosial, dapat diadopsi untuk menciptakan sistem

pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.

Adopsi prinsip-prinsip Knowledge Society 5.0 dapat
membantu Indonesia mengatasi kesenjangan digital antara
daerah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Begitupula di ASEAN seperti
Singapura, Malaysia, dan Thailand telah menunjukkan kemajuan
signifikan dalam pengembangan e-government. Singapura
sering kali menempati peringkat atas dalam berbagai indikator e-
government global. Kerjasama regional melalui inisiatif seperti
ASEAN ICT Masterplan menawarkan peluang bagi Indonesia

untuk mempercepat pengembangan SPBE.

Selanjutnya sinergi KM dan e-Gov ditinjau dari aspek
Sismennas ditujukan untuk memperkuat perekonomian nasional

guna mencapai ketahanan nasional dengan:

1) Monitoring dan Evaluasi Implementasi KM dan e-Gov.
Penting untuk memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang
kuat untuk memantau kemajuan implementasi KM dan e-Gov

di seluruh instansi pemerintah. Ini mencakup pengembangan
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2)

indikator kinerja utama Key Performance Indicators (KPIs)
yang jelas dan terukur, serta mekanisme pelaporan berkala
yang memungkinkan penyesuaian strategi jika diperlukan.
Mengapa penting: tanpa monitoring yang efektif, sulit untuk
mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.
Evaluasi yang berkelanjutan memastikan bahwa KM dan e-
Gov tetap relevan dan efisien seiring dengan perubahan
kebutuhan dan teknologi.

Strategi Manajemen Perubahan. Manajemen perubahan
adalah proses penting dalam KM dan e-Gov, terutama untuk
mengatasi resistensi terhadap perubahan di kalangan ASN
dan mengelola transisi dari sistem manual ke sistem digital.
Ini mencakup pelatihan, komunikasi, dan keterlibatan
pegawai dalam proses transformasi. Mengapa penting:
manajemen perubahan yang efektif memastikan bahwa
semua pemangku kepentingan, terutama ASN, memahami
manfaat KM dan e-Gov dan berpartisipasi aktif dalam proses
transformasi, mengurangi hambatan yang bisa mengganggu
kelancaran implementasi.

Kebijakan Perlindungan Data dan Privasi. Perlindungan data
dan privasi adalah aspek kritis dalam KM dan e-Gov,
mengingat jumlah data pribadi yang dikelola oleh pemerintah.
Kebijakan perlindungan data yang kuat, sesuai dengan
undang-undang seperti UU Perlindungan Data Pribadi, harus
ditegakkan di seluruh instansi pemerintah. Mengapa penting:
kepercayaan publik terhadap KM dan e-Gov sangat

bergantung pada bagaimana data pribadi mereka dilindungi.
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4)

6)

Pelanggaran data dapat merusak kepercayaan ini dan
menghambat adopsi layanan digital.

Inovasi Berkelanjutan dan R&D (Penelitian dan
Pengembangan). KM dan e-Gov harus terus berkembang
dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu,
pemerintah perlu mendukung inovasi berkelanjutan dan
menginvestasikan sumber daya dalam penelitian dan
pengembangan (R&D) untuk memperbaiki dan memperluas
layanan KM dan e-Gov. Mengapa penting: tanpa inovasi
berkelanjutan, KM dan e-Gov bisa tertinggal dari
perkembangan teknologi yang cepat, mengurangi efektivitas
dan efisiensi layanan publik. R&D membantu menemukan
cara baru untuk meningkatkan layanan dan respons
pemerintah.

Interoperabilitas dan Standar Teknologi. Interoperabilitas
antar sistem adalah elemen penting dalam KM dan e-Gov
untuk memastikan bahwa berbagai sistem yang digunakan
oleh instansi pemerintah dapat berkomunikasi dan bekerja
sama dengan lancar. Pengembangan standar teknologi yang
jelas dan diadopsi secara luas diperlukan untuk mendukung
interoperabilitas ini. Mengapa penting: interoperabilitas yang
baik memungkinkan pertukaran data yang efektif antar
instansi, mengurangi silo data, dan meningkatkan efisiensi
operasional. Standar teknologi membantu memastikan
bahwa semua sistem dapat beroperasi secara sinergis.
Partisipasi Publik dalam Pengembangan KM dan e-Gov.

Melibatkan masyarakat dalam proses pengembangan dan
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7)

8)

evaluasi KM dan e-Gov dapat dilakukan melalui konsultasi
publik, survei online, atau platform partisipasi digital lainnya.
Ini membantu memastikan bahwa KM dan e-Gov dirancang
sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Mengapa penting: partisipasi publik memastikan bahwa
layanan yang dikembangkan benar-benar relevan dan
bermanfaat bagi pengguna akhir, serta meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Penyelarasan dengan Agenda Pembangunan Nasional. KM
dan e-Gov harus diselaraskan dengan agenda pembangunan
nasional yang lebih luas, termasuk program-program prioritas
pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan
daya saing ekonomi, dan inklusi sosial. Mengapa penting:
penyelarasan ini memastikan bahwa KM dan e-Gov tidak
hanya merupakan inisiatif teknologi, tetapi juga menjadi
pendorong utama dalam mencapai tujuan pembangunan
nasional yang lebih luas.

Pengelolaan Risiko. Setiap proyek KM dan e-Gov harus
disertai dengan analisis risiko yang komprehensif, termasuk
risiko teknologi, operasional, keamanan, dan sosial.
Pengelolaan risiko yang efektif mencakup mitigasi,
pemantauan, dan respons cepat terhadap risiko yang
teridentifikasi. Mengapa penting: dengan mengelola risiko
secara proaktif, pemerintah dapat mengurangi kemungkinan
kegagalan atau gangguan dalam implementasi SPBE, serta

meningkatkan kepercayaan publik dan stabilitas operasional.
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9) Kerjasama Internasional. Pemerintah Indonesia dapat
memanfaatkan kerjasama internasional dengan negara-
negara lain yang telah berhasil dalam penerapan e-
government untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan
praktik terbaik. Mengapa penting: kerjasama internasional
memungkinkan Indonesia untuk belajar dari pengalaman
negara lain, menghindari kesalahan yang sama, dan
mempercepat proses sinergi KM dan e-Gov dengan
memanfaatkan teknologi dan metodologi yang telah terbukti
efektif.

10)Edukasi Masyarakat Mengenai KM dan e-Gov. Pemerintah
perlu meluncurkan kampanye edukasi untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang manfaat dan penggunaan KM
dan e-Gov, termasuk keamanan dan privasi data, serta
bagaimana mengakses layanan digital pemerintah. Mengapa
penting: edukasi yang baik akan meningkatkan adopsi SPBE
oleh masyarakat dan mengurangi resistensi atau
kesalahpahaman yang mungkin timbul terkait layanan digital

baru.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tambahan ini,
sinergi KM dan e-Gov di Indonesia dapat lebih matang,
terstruktur, dan berkelanjutan, serta mampu menjawab berbagai
tantangan dan peluang di era digital yang terus berkembang. KM
dan e-Gov memiliki hubungan erat dengan ketahanan nasional.
Berikut adalah beberapa aspek yang berkontribusi terhadap

ketahanan nasional:
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1)

2)

Ketahanan Informasi. KM dan e-Gov memainkan peran
penting dalam membangun ketahanan informasi nasional
dengan menyediakan infrastruktur yang aman dan andal
untuk pertukaran data dan informasi. Melalui digitalisasi dan
integrasi data lintas instansi, KM dan e-Gov memungkinkan
pemerintah untuk mengelola informasi secara lebih efekiif,
meminimalkan risiko disinformasi, dan memastikan bahwa
data yang kritis untuk pengambilan keputusan tetap terjaga

dan akurat.

Relevansi dengan Ketahanan Nasional: Informasi yang
akurat dan dapat diandalkan adalah salah satu komponen
utama ketahanan nasional. KM dan e-Gov membantu
memastikan bahwa pemerintah memiliki akses ke data yang
dibutuhkan untuk merespons ancaman dengan cepat dan

tepat.

Keamanan Siber. Dengan semakin banyaknya layanan
pemerintah yang beralih ke platform digital, ancaman siber
menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi.
SPBE dilengkapi dengan mekanisme keamanan yang kuat,
termasuk enkripsi data, autentikasi berlapis, dan pemantauan
keamanan siber secara real-time, untuk melindungi sistem
pemerintahan dari serangan siber yang dapat mengganggu

operasi vital negara.

Relevansi dengan Ketahanan Nasional: Serangan siber
dapat melumpuhkan infrastruktur kritis dan mengganggu

ketertiban nasional. Dengan memastikan keamanan siber
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5)

6)

7)

8)

yang kuat, KM dan e-Gov berkontribusi langsung pada
ketahanan nasional dengan melindungi aset digital negara

dari ancaman eksternal dan internal.

Respon Cepat terhadap Krisis. KM dan e-Gov
memungkinkan pemerintah untuk merespons situasi darurat
dengan lebih cepat dan efisien melalui sistem yang
terintegrasi, seperti sistem peringatan dini, manajemen
bencana, dan koordinasi antar lembaga. Data real-time yang
disediakan oleh KM dan e-Gov memungkinkan pengambilan
keputusan yang cepat dan berbasis data, yang sangat
penting dalam situasi krisis seperti bencana alam, pandemi,

atau ancaman keamanan.

Relevansi dengan Ketahanan Nasional: Kemampuan untuk
merespons krisis secara efektif merupakan salah satu pilar
ketahanan nasional. KM dan e-Gov mendukung koordinasi
lintas instansi dan distribusi sumber daya yang cepat, yang

esensial dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Ketahanan Ekonomi. KM dan e-Gov mendukung efisiensi
administrasi dan transparansi pemerintah, yang berdampak
positif pada stabiltas ekonomi. Dengan mengurangi
birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mempercepat
proses pelayanan publik, KM dan e-Gov dapat meningkatkan
daya saing ekonomi nasional dan mendukung keberlanjutan

ekonomi jangka panjang.

Relevansi dengan Ketahanan Nasional: ekonomi yang stabil

dan efisien adalah fondasi dari ketahanan nasional. Dengan
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meningkatkan efisiensi dan transparansi melalui KM dan e-
Gov, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang
kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya

memperkuat ketahanan nasional.

Pemberdayaan dan Inklusi Sosial. KM dan e-Gov
memungkinkan pemerintah untuk menjangkau seluruh
lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah
terpencil, dengan layanan yang lebih cepat dan efisien. Ini
mencakup penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan
bantuan sosial yang dapat diakses secara digital. KM dan e-
Gov juga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam

distribusi bantuan sosial dan layanan publik lainnya.

10)Relevansi dengan Ketahanan Nasional: Ketahanan sosial

merupakan komponen penting dari ketahanan nasional.
Dengan memberdayakan masyarakat melalui akses yang
lebih mudah ke layanan publik, KM dan e-Gov membantu
mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat kohesi
sosial, yang pada gilirannya mendukung ketahanan nasional

secara keseluruhan.

11)Transparansi dan Akuntabilitas. KM dan e-Gov meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pemerintah dengan
memfasilitasi akses publik terhadap informasi dan layanan
pemerintah. Sistem ini memungkinkan pengawasan publik
yang lebih efektif terhadap kebijakan dan program
pemerintah, serta meminimalkan potensi korupsi melalui

sistem yang lebih terstruktur dan terdokumentasi.
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12)Relevansi dengan Ketahanan Nasional: transparansi dan
akuntabilitas yang tinggi berkontribusi pada kepercayaan
publik terhadap pemerintah, yang merupakan elemen penting

dalam menjaga stabilitas dan ketertiban nasional.

13)Dukungan terhadap Pemerintahan yang Efisien. KM dan e-
Gov meningkatkan efisiensi operasional pemerintah dengan
mengotomatisasi dan menyederhanakan proses-proses
administrasi. Ini memungkinkan alokasi sumber daya yang
lebih baik dan pengurangan pemborosan, sehingga
pemerintah dapat lebih fokus pada penyediaan layanan yang

penting bagi masyarakat.

14)Relevansi dengan Ketahanan Nasional: Pemerintahan yang
efisien dan responsif adalah pilar utama ketahanan nasional.
Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan
mempercepat pengambilan keputusan, KM dan e-Gov
membantu menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan

tahan terhadap berbagai ancaman.

Dari rujukan buku Mclver dan ElImagarmid (2002) sangat
penting untuk dilakukan langkah-langkah oleh tim GovTech

mencakup:

1) Pengembangan upaya digital yang komprehensif, investasi
dalam infrastruktur dan SDM, pembentukan kerangka
regulasi yang mendukung, dan keterlibatan aktif pemangku

kepentingan dari berbagai sektor.
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2)

3)

4)

Pentingnya pendekatan yang berpusat pada warga negara,
dimana kebutuhan dan masukan dari masyarakat menjadi

dasar dalam perancangan dan penyediaan layanan digital.

Kebijakan dan Regulasi yang lebih mendukung integrasi
sistem antar instansi pemerintah untuk mengurangi
fragmentasi teknologi informasi. Investasi yang lebih besar
dalam infrastruktur TIK terutama di daerah-daerah terpencil

untuk memastikan akses internet yang merata.

Penelitian lebih lanjut tentang dampak kesenjangan digital
terhadap efisiensi dan efektivitas layanan publik. Studi
mengenai efektivitas sinergi KM dan e-Gov yang ada dan
bagaimana mereka dapat ditingkatkan untuk mendukung
transformasi digital yang lebih luas. Untuk memperbaiki dan
memperkuat kerangka peraturan yang ada, beberapa

rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan.

Penguatan koordinasi dan integrasi. Mengembangkan
kebijakan yang mendorong integrasi sistem antar instansi
pemerintah untuk mengurangi fragmentasi teknologi
informasi. Penerapan standar nasional untuk pengembangan
KM dan e-Gov dapat membantu mengatasi masalah ini.
Misalnya, standar interoperabilitas dapat memastikan bahwa
sistem-sistem yang dikembangkan oleh berbagai instansi
dapat berkomunikasi satu sama lain secara efektif,
mengurangi redundansi dan meningkatkan efisiensi
operasional (Setkab, 2024).
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6)

7)

Investasi dalam infrastruktur TIK. Meningkatkan investasi
dalam pembangunan infrastruktur TIK, terutama di daerah-
daerah terpencil. Penggunaan dana desa atau dana
pembangunan daerah untuk meningkatkan akses internet
dan infrastruktur terkait perlu ditingkatkan. Misalnya, proyek
Satelit Satria yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk
meningkatkan kualitas sinyal dan memperluas cakupan di
daerah-daerah yang kurang terlayani (Setkab, 2024; Azizah,
2023).

Peningkatan kapasitas SDM. Mengadakan program
pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM secara rutin
untuk meningkatkan kompetensi pegawai pemerintah dalam
mengelola sistem KM dan e-Gov. Kerjasama dengan
lembaga pendidikan dan sektor swasta dapat membantu
mempercepat proses ini. Misalnya, program literasi digital
yang melibatkan startup teknologi seperti Mekari dan
Tokopedia bertujuan untuk meningkatkan keterampilan
digital Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di seluruh
Indonesia (Yulianto, 2022).

Peningkatan keamanan siber. Memperkuat regulasi terkait
keamanan siber untuk melindungi data dan sistem KM dan e-
Gov dari ancaman siber. Pengembangan kebijakan
keamanan siber yang tepat dan implementasi teknologi
terbaru untuk mendeteksi dan mencegah serangan siber

sangat diperlukan. Misalnya, implementasi teknologi analitik
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9)

data dan kecerdasan buatan dapat membantu mendeteksi

ancaman siber secara lebih dini dan responsif.

Penguatan infrastruktur digital. Penting untuk terus
memperluas infrastruktur digital, termasuk peningkatan
akses internet di daerah terpencil dan pengembangan pusat
data yang aman dan terdistribusi. Program seperti Palapa
Ring harus diakselerasi dan diperluas untuk memastikan

semua wilayah Indonesia terhubung dengan baik.

10)Literasi dan edukasi digital. Sinergi KM dan e-Gov

membutuhkan peningkatan literasi digital di kalangan
masyarakat umum, serta pelatihan khusus untuk pegawai
negeri dan pemangku kepentingan lainnya. Program-
program pelatihan digital, baik yang dilakukan secara online

maupun offline, harus menjadi prioritas.

11)Integrasi layanan publik. Layanan publik yang terintegrasi

dalam satu platform digital dapat meningkatkan efisiensi dan
aksesibilitas. Pengembangan portal layanan publik yang
serba guna, seperti DigiLocker di India, bisa menjadi model

yang diadopsi di Indonesia.

12)Pendekatan inklusif dan partisipatif. Melibatkan masyarakat

dalam pengembangan dan sinergi KM dan e-Gov sangat
penting untuk memastikan bahwa layanan yang
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pemerintah harus mengadopsi pendekatan yang inklusif,

dengan menyediakan layanan dalam berbagai bahasa
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daerah dan memastikan aksesibilitas bagi kelompok yang

kurang terlayani.
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BAB V. MONITORING, EVALUASI, DAN KEBERLANJUTAN
E-GOVERNMENT

Kebijakan dan regulasi e-Gov telah ditetapkan sejak
tahun 2003, tetapi secara khusus SPBE baru dimulai tahun 2018.
Pelaksanaan SPBE setiap tahun dievaluasi. Diketahui dari hasil
laporan monitoring dan evaluasi SPBE nasional, dari tahun 2018
sampai 2023 nilai capaian indeks terus meningkat perlahan
(Gambar 5.1).

Penilaian tahun 2023 dilakukan terhadap 621 instansi,
pemerintah pusat, daerah, dan lembaga pemerintah. Dari 24
instansi (pemerintah pusat dan daerah) ada yang meraih
predikat memuaskan. Dari Tabel 5.1 terlihat pada tahun 2019
instansi yang dinilai berjumlah 637, namun tahun berikutnya
menurun menjadi 503 dan 517. Kemudian tahun 2022 dari 638
instansi yang dinilai hanya 620 serta tahun 2023 hanya naik 1
instansi menjadi 621. Meskipun setiap tahun menunjukkan
kenaikan indeks namun masih terdapat beberapa instansi yang
tidak ikut serta dalam penilaian padahal tahun 2022 terhitung
sebanyak 638.

Gambar 5. 1 Indeks SPBE Nasional (Sumber: Laporan SPBE Nasional
(Sumber: KemenpanRB, 2023)
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Tabel 5. 1 Rincian nilai index SPBE dan Instansi yang dinilai (KemenpanRB, 2023)

Tahun | Nilai | Kategori | Jumlah Komposisi
Instansi

2018 1,98 | Cukup 616 82 (13%): 2,6 Baik;
534 (87%) < 2,6
Cukup

2019 2,18 | Cukup 637 210 (32%) Cukup;
231 (36%) Kurang

2020 2,26 | Cukup 603 131 (37%) Cukup;
225 (38%) Kurang

2021 2,24 | Cukup 517 159 (30,75%) Baik;

361 (69,25%) Kurang
2022 2,34 | Cukup 620 dari 638 Kementerian (94%)
Baik, Instansi lain
(41,67%) Baik

2023 2,79 | Baik 621 (92 Pusat, | Kementerian (100%)
529 Daerah) Baik, Pemda (70%)
dan Pemkab (51%)
Baik

5.1. Monitoring Pelaksanaan SPBE

Pada tahun 2023 34 kementerian dinilai, Kementerian
Komunikasi dan Informatika meraih 4,52 (memuaskan), disusul
oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4,67 (memuaskan), serta
Lembaga Administrasi Negara 4,26 (memuaskan). Badan
Narkotika Nasional (2,47) dan Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (2,46) dinilai dengan kategori cukup, Secara umum

instansi pusat telah menerapkan SPBE sangat baik.

Penilaian dikelompokkan dalam 4 domain vyaitu:
kebijakan, tata Kelola, manajemen dan layanan. Domain layanan
memiliki nilai indeks 3,45 (baik sekali), kemudian kebijakan 2,91
(baik), tata Kelola 2,27 (cukup), namun manajemen masih

kurang (indeks 1,65). Instansi pusat meraih nilai indeks rata-rata
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adalah 3,31, dengan nilai tertinggi pada domain layanan 3,84
(sangat baik), kebijakan 3,35 (baik), tata kelola indeks 3,01

(baik), dan manajemen 2,25 (cukup).

Average SPBE Index by Province
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Gambar 5. 2 Penilaian skor SPBE Provinsi Tahun 2023

Terlihat dari Gambar 5.2, interkoneksi antara pusat
dengan daerah belum optimal. Kesenjangan terlihat sangat
signifikan antar daerah. Warna hijau hanya dimiliki 3 daerah,
sedangkan warna kuning sangat mendominasi. Salah satu
contoh aplikasi adalah IKD tidak semua daerah telah menikmati
kemudahan layanan administrasi ini terutama di daerah terjauh
dari pusat (Jawa). Tentu saja hal ini menyebabkan indeksnya
kurang seperti Papua. Sedangkan kontribusi SPBE di daerah
sangatlah signifikan bagi SPBE Nasional. Seyogyanya SPBE
Pusat dan Daerah saling terkoneksi dan memberikan dukungan
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terhadap transparansi program dan anggaran yang digunakan
khususnya bagi pembangunan nasional. Tentu masyarakat
dapat memahami situasi dan kondisi dan berdampak pada

kepercayaan terhadap pemerintah.

Dari setiap daerah menunjukkan hasil indeks yang
bervariasi. Ada yang memuaskan seperti Jawa Tengah, yang
mengintegrasikan berbagai layanan publik melalui platform
digital, efisiensi dan transparansi. Berbagai aplikasi SPBE yang
dihasilkan oleh otoritas pusat dan daerah telah berkontribusi
pada efisiensi dan efektivitas pemerintahan, meskipun menurut
Sutejo, dkk. (Sutejo, dkk. 2023) tingkat kematangan SPBE
nasional masih relatif rendah dan terdapat kesenjangan besar
antara otoritas pusat dan pemerintah daerah. Berikut hasil

ulasan penilaian indeks SPBE daerah:

1) D.l. Yogyakarta menunjukkan kesuksesan SPBE. Layanan
publik dimanfaatkan oleh pengguna, meskipun masih ada
kendala literasi digital pengguna dan ketersediaan jaringan.
Menurut Rachmawati, dkk. (2022) perlu peningkatan literasi
digital dan infrastruktur jaringan. Selain itu, Asianto, dkk.
(2023) menyarakan tata kelola dan manajemen SPBE harus
sesuai dengan kerangka kerja Control Objective Based
Information Technology (COBIT 2019). Pemprov terus
meningkatkan SPBE bagi masyarakat, pelaku bisnis,
pegawai negeri sipil, dan lembaga pemerintah lainnya.

2) Provinsi Jawa Barat juga menunjukkan kinerja yang

memuaskan. SPBE di Kabupaten Bogor berjalan dengan
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3)

4)

baik menggunakan aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM),
meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan jaringan dan
SDM (Ramsowek, dkk., 2023). Menurut Ningtiyas, dkk.
(2023) penggunaan kerangka kerja Enterprise Architecture
dan The Open Group Architecture Framework Architecture
Development Method (TOGAF ADM) dapat meningkatkan

infrastruktur dan fleksibilitas sistem.

Provinsi Bali, sebagai Bali Smart Island berjalan dengan baik,
meskipun terdapat kendala seperti literasi digital ASN yang
masih lemah juga adanya serangan siber. Diusulkan adanya
kolaborasi dengan elemen pentahelix dan pembentukan tim
audit internal untuk evaluasi berkala (Sanjaya dan Darma,
2023). Sementara Muka, dkk. (2020) mengungkapkan
kelemahan utama adalah kurangnya integrasi aplikasi atau
sistem dan lemahnya SDM serta infrastruktur IT. Upaya
dilakukan dengan pengembangan Rencana Induk SPBE

yang komprehensif.

Provinsi Jawa Timur. Surabaya memiliki skor indeks SPBE
3.72 dan predikat "sangat baik". Keunggulan terletak pada
domain layanan SPBE dengan skor 4.42. Banyuwangi
menerima predikat "baik" dengan skor indeks SPBE 3.22.
Kekuatan terletak pada domain layanan SPBE dengan skor
3.79. Sleman memiliki skor indeks SPBE 3.37 dengan
predikat "baik". Keunggulan terletak pada aspek strategi dan
perencanaan skornya 4. Gresik menunjukkan skor indeks
SPBE 3.14 dengan predikat "baik". Kekuatan terletak pada
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layanan administrasi pemerintahan dengan. Kulon Progo
memiliki skor indeks SPBE 2.91 dengan predikat "baik".

Aspek kebijakan dan kelembagaan menjadi kelemahan.
Namun peraturan Walikota Surabaya baru diterbitkan pada
tahun 2020 tapi capaiannya sangat baik. Hal ini menunjukkan
bahwa kecepatan dalam penerbitan payung hukum tidak

menjadi penentu utama keberhasilan SPBE.

Faktor lain yang lebih menentukan adalah keberanian,
keseriusan, dan semangat inovasi dari para pembuat
kebijakan. Menurut Muzaqqi dan Hari (2023) implementasi
SPBE harus dilakukan dengan keberanian, keseriusan, dan
semangat inovasi dari pihak otoritas (pemerintah), serta tetap
mengutamakan evaluasi berkala untuk memastikan manfaat

maksimal dari proyek e-Gov yang berbiaya besar ini.

Provinsi Papua menunjukkan tantangan yang signifikan, dan
berdampak pada rendahnya kinerja SPBE di wilayah ini.
Hambatan terbesar adalah keterbatasan infrastruktur TIK.
Papua memiliki geografis yang sulit dijangkau, umumnya
daerah terpencil dan terisolasi. Hal ini menghambat distribusi
infrastruktur TIK, seperti jaringan internet, Menurut Nafi'ah
(2022) tanpa akses yang memadai, pemerintah daerah
kesulitan menyediakan layanan digital optimal. Kualitas dan
kuantitas SDM TIK juga menjadi tantangan signifikan.
Banyak ASN di Papua belum memiliki keterampilan yang

memadai dalam mengoperasikan dan memelihara SPBE.
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6)

7)

8)

Pelatihan dan pengembangan profesional di bidang TIK

sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM .

Di beberapa provinsi Papua, dukungan kebijakan belum
optimal. Ekawati, dkk. (2019) menyatakan kurangnya
regulasi yang memadai dan insentif untuk mendorong
digitalisasi pemerintahan. Papua adalah salah satu daerah
dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di Indonesia.
Kesenjangan ekonomi dan sosial dapat berdampak negatif
pada kemampuan masyarakat untuk mengakses dan
memanfaatkan layanan SPBE. Rendahnya tingkat literasi

digital menjadi faktor penghambat.

Di Maluku Tengah, masalah SPBE didominasi kebijakan,
regulasi dan peraturan yang lemah, ditambah SDM,
perencanaan dan anggaran, serta infrastruktur TIK yang
minim, disusul oleh ekonomi, geografi, politik, dan budaya (La
Adu dkk., 2022).

Di kota Dumai masalahnya adalah SDM yang terbatas,
kompetensi TIK yang rendah, integrasi aplikasi dan layanan
yang tidak lengkap, serta dukungan anggaran yang tidak
memadai untuk inovasi SPBE.

Di kota Lampung ditemukan SPBE masih bersifat parsial atau
sektoral. Keterlibatan para stakeholder kurang dalam
mengatasi kecenderungan ego sektoral, serta minimnya
SDM yang memiliki kompetensi di bidang TIK. Kendala
diklasifikasikan dalam tujuh aspek yaitu Infrastruktur TIK,

SDM, kebijakan/regulasi, politik, ekonomi, geografis dan
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budaya. Selain itu adalah aspek manajerial, budaya digital,
penganggaran, serta hukum dan perundang-undangan (Arief
dan Abbas, 2021).

Sesuai dengan konsep KM dan e-Gov, peluang untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik
sangat potensial. Pengembangan arsitektur perusahaan digital
dapat meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi
penggunaan kertas, serta mempermudah manajemen
perubahan (Rozas, dkk., 2022). Penerapan model kematangan
SPBE di tingkat sub-distrik di Indonesia menunjukkan bahwa
evaluasi dan rekomendasi dilakukan dengan lebih baik (Sukarsa,
dkk., 2020).

Begitu pula Kartikasari dan Djastuti (2017) menyatakan
ada peluang besar bagi peningkatan kualitas SDM melalui
pelatihan yang berkelanjutan. Dampak positif dan signifikan akan
terjadi pada kinerja karyawan. Implementasi kerangka kerja tata
kelola dan manajemen SPBE harus sesuai dengan Control
Objective Based Information Technology (COBIT). Integrasi dan
harmonisasi antara SPBE akan menjadi skala regional dan

global (Rochamwati dan Salman, 2023).

Beberapa daerah masih kekurangan infrastruktur TIK
yang memadai untuk mendukung SPBE (Sukarsa, dkk., 2020).
Banyak ASN kurang terampil dalam menggunakan teknologi
SPBE. Oleh karenanya diperlukan pelatihan yang merata dan
berkelanjutan (Hidayah dan Almadani, 2022). Kebijakan dan
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legislasi juga di area sektoral masih kurang harmonis dan
membutuhkan perbaikan. Perubahan kebijakan yang sering
terjadi dan keterbatasan anggaran. Ditambah kondisi geografis
seperti daerah terpencil dan kepulauan akan mempersulit SPBE

secara merata di Indonesia (Sutejo, 2023).

Budaya berbagi data dan informasi masih rendah antar
lembaga baik di pusat maupun daerah. Ditambah jangkauan
infrastruktur TIK masih minim serta lemahnya pengelolaan
keamanan informasi. Meskipun kebijakan telah ditetapkan
namun sumber peraturan belum mampu memberikan landasan
dan tujuan SPBE sehingga teknis penerapan menjadi kurang
efektif di lapangan. Selain itu, peraturan sektoral dan daerah
kadang dianggap lebih tinggi sehingga menyebabkan kebijakan
SPBE kurang diindahkan (Helni dan Denico, 2023).

Adapun ulasan tentang e-Gov di negara lain disampaikan
untuk menjadi pembelajaran dan pembanding indeks

internasional sebagai berikut:

1) Uganda, di mana adopsi praktik keberlanjutan di sektor
manufaktur menghadapi kendala seperti lemahnya
penegakan hukum dan kurangnya sumber daya untuk
investasi dalam teknologi baru (Alinda, dkk., 2022).

2) Rusia dalam meningkatkan ekspor gas alam di tengah
tantangan ekonomi dan geopolitik yang signifikan disertai
tantangan kondisi geografis dalam mengembangkan industri

tanaman di tengah tantangan global.
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3)

4)

5)

Brasil, pengembangan rantai pasokan kedelai menunjukkan
bahwa sektor pemerintahan juga dapat meningkatkan
efisiensi dengan memanfaatkan teknologi dan investasi asing

yang serupa.

Afrika Selatan, penggunaan teknologi dalam sistem
pemerintahan dapat meningkatkan akses pasar dan sumber
daya air, serta mengatasi tantangan penggunaan lahan
tradisional (Maponya (2021). Ditambah standardisasi dan
integrasi proses bisnis di dapat meningkatkan tata kelola
pemerintahan dan memberikan layanan yang lebih baik
kepada masyarakat (Kuru, dkk., 2021).

Tanzania, dukungan kelembagaan dan insentif rehabilitasi
ekspor dapat mendukung integrasi proses bisnis pemerintah
(Arief dan Abbas, 2021).

Swedia dan Finlandia, pengenalan proses atau produk baru
melalui pelatihan dan pengembangan yang berfokus pada
kewirausahaan  transnasional = dapat = meningkatkan
keterampilan dan pengetahuan pegawai pemerintah
(Lundberg dan Rehnfors, 2018).

Uni Eropa, Solusi Berbasis Alam (Nature-Based Solutions)
menunjukkan bahwa kreativitas dan penelitian dapat
mendorong produktivitas dan inovasi, yang relevan untuk

implementasi SPBE yang efektif.
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8)

9)

Kazakhstan dalam proses menyusun dan
mengimplementasikan kebijakan yang mendukung e-Gov
(Rochamwati dan Salman, 2023).

Norwegia memiliki kementerian khusus yang bertanggung
jawab atas koordinasi kebijakan TIK pemerintah sejak tahun
2004. Pemerintah Norwegia berfokus pada pengembangan
arsitektur yang terpusat dengan prinsip-prinsip yang jelas
untuk perencanaan dan pengembangan e-Gov. Pemerintah
juga menyediakan komponen inti seperti nomor identifikasi
pribadi, portal Altinn, dan registri warga negara serta bisnis.
Norwegia lebih sentralistis dengan fokus pada agensi

nasional.

10) Belanda, menurut Aagesen, dkk. (2011) tanggung jawab
kebijakan e-Gov dibagi antara beberapa kementerian,
dengan sebagian besar inisiatif e-government yang berasal
dari tingkat lokal. Belanda telah mengembangkan arsitektur
referensi pemerintah  (NORA) untuk meningkatkan
interoperabilitas antar lembaga pemerintah. Mereka juga
mengidentifikasi 19 blok bangunan generik untuk digunakan

oleh semua organisasi pemerintah.

Belanda lebih mendukung agensi regional dengan
pendekatan botftom-up. Tata kelola dan arsitektur sangat
terkait erat dalam pengembangan infrastruktur e-Gov.
Perbedaan antara Norwegia dan Belanda disebabkan oleh

tingkat sentralisasi pemerintah dan dukungan yang diberikan.
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11) Norwegia dengan tata kelola IT yang lebih terpusat
memberikan perhatian lebih pada agensi nasional,
sedangkan Belanda lebih mendukung agensi regional.
Pendekatan terdesentralisasi di Belanda mengarah pada
fragmentasi, sementara pendekatan terpusat di Norwegia

memungkinkan standar yang lebih seragam.

Monitoring SPBE harus memanfaatkan teknologi digital
seperti dashboard analitik, integrasi big data, dan sistem
pelaporan real-time. Pemanfaatan teknologi ini dapat
meningkatkan transparansi serta efisiensi pengawasan terhadap
pelaksanaan program dan layanan digital di seluruh wilayah
Indonesia (UNESCAP, 2021). Sistem ini juga membantu
mengidentifikasi deviasi kinerja lebih awal dan memungkinkan

intervensi yang cepat.
5.1. Evaluasi Kinerja SPBE di Indonesia

Kinerja SPBE menunjukkan variasi yang signifikan antar
provinsi. Evaluasi tahun 2023 menunjukkan Jawa Tengah dan
D.l. Yogyakarta memiliki kinerja yang sangat baik, sementara
provinsi seperti Papua masih menghadapi tantangan besar
dalam implementasinya. Menurut Insyani (2024) dan Inixindo
(2023) provinsi Jawa Tengah berhasil meraih nilai indeks SPBE
sebesar 4,26 dari skala 5, menjadikannya provinsi dengan nilai
tertinggi di Indonesia. Keberhasilan ini didukung oleh penerapan
berbagai sistem elektronik seperti LaporGub, Open Data Jateng,

e-makaryo, e-planning, dan e-budgeting yang diterapkan untuk

105



mendukung roda pemerintahan. Peningkatan ini mencerminkan
fokus provinsi tersebut pada integrasi layanan digital dan

efisiensi operasional.

D.l. Yogyakarta menempati posisi kedua dengan nilai
indeks SPBE sebesar 4,22. Provinsi ini menunjukkan
peningkatan signifikan dalam empat domain SPBE yaitu
Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Pelayanan SPBE.
Beberapa Ilayanan publik berbasis elektronik yang
diimplementasikan di DIY meliputi e-Posti, SiBakul, dan
JogjaBelajar, yang semuanya berkontribusi pada efisiensi dan

transparansi pelayanan publik.

Sementara Provinsi Papua menghadapi tantangan besar
dalam penerapan SPBE. Evaluasi menunjukkan bahwa
beberapa hambatan utama yang dihadapi Papua termasuk
keterbatasan infrastruktur TIK serta rendahnya kualitas SDM.
Menurut data dari Pemerintah Provinsi Papua, hanya 11 instansi
di Papua yang berpartisipasi dalam evaluasi SPBE tahun 2023.
Tantangan geografis dan aksesibilitas menjadi faktor signifikan
yang menghambat distribusi infrastruktur TIK. Hal ini berdampak
pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan

layanan digital yang efisien dan efektif (KemenpanRB, 2018) .

5.3. Keberlanjutan e-Government

Dari monitoring dan evaluasi, kondisi transformasi digital
Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan. Dukungan

pemerintah ditingkatkan dalam bentuk INA Digital. Tanggung
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jawab diserahkan kepada Peruri, sebagai portal terpadu untuk
berbagai layanan pemerintah. Langkah ini bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan
publik.

Perpres No. 82/2023 tentang Percepatan Transformasi
Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional menjadi dasar
hukum penting. INA Digital akan mengintegrasikan layanan
seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan,
kepolisian, dan keimigrasian dalam satu platform yang mudah

diakses masyarakat melalui sistem Single Sign-On (SSO).

Pengurangan aplikasi yang tidak terintegrasi dan
berlebihan (jumlahnya mencapai 27 ribu). Oleh karenanya
pemerintah berkomitmen untuk menghentikan pembuatan
aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri dan fokus pada
integrasi dan interoperabilitas yang lebih baik. Dengan
percepatan ini, diharapkan indeks e-Gov akan terus meningkat
di tingkat internasional, dan masyarakat dapat menikmati

layanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

INA Digital merupakan pengganti “GovTech”, yang
dideklarasi sebagai sebuah inisiatif dari pemerintah Indonesia,
Rencana besar untuk mengintegrasikan sembilan layanan
utama dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan

publik mulai September 2024. Layanan-layanan ini mencakup:

1) Layanan Administrasi Kependudukan terintegrasi dengan
IKD. Menyediakan layanan digital untuk pembuatan KTP,

Kartu Keluarga, dan akta kelahiran.
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2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

Layanan Aparatur Negara. Mempermudah pengelolaan data
dan layanan bagi aparatur sipil negara, termasuk kinerja,

pelatihan, dan data kepegawaian.

Layanan Bantuan Sosial. Memfasilitasi pengecekan dan
pengelolaan berbagai bentuk bantuan sosial untuk

masyarakat.

Layanan Kepolisian. Menyediakan layanan izin
penyelenggaraan acara atau keramaian serta layanan

kepolisian lainnya yang dapat diakses secara digital.

Layanan Kesehatan. Menyediakan layanan seperti antrean
rumah sakit, registrasi dokter, pembuatan atau perpanjangan
STR (Surat Tanda Registrasi) untuk tenaga kesehatan, serta

sertifikasi vaksin dan imunisasi.

Layanan Pendidikan. Meliputi Program Indonesia Pintar (PIP)
dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), serta layanan
pendidikan lainnya untuk mendukung akses pendidikan

secara lebih merata.

Portal  Pelayanan  Publik. Portal terpadu yang
mengintegrasikan berbagai layanan publik, memudahkan

akses dan penggunaan oleh masyarakat.

Satu Data Indonesia. Mengintegrasikan dan menstandarisasi
data pemerintah sehingga dapat diakses dan digunakan lebih

efisien oleh berbagai instansi.

Transaksi Keuangan Negara. Menyediakan layanan

pembayaran digital untuk transaksi keuangan negara,
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meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan

keuangan publik

INA Digital telah mengadopsi beberapa elemen kunci dari
best practices dalam transformasi digital yang terlihat pada
negara-negara seperti Estonia, Singapura, dan Denmark. Salah
satu contohnya adalah integrasi layanan administrasi
kependudukan dengan IKD. Hal tersebut mirip dengan sistem
NemlID di Denmark, yang memungkinkan warga negara untuk
mengakses berbagai layanan publik dan perbankan dengan satu
identitas digital, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan

dalam pengelolaan data kependudukan.

Layanan aparatur negara di INA Digital juga
menyederhanakan proses internal, seperti bagaimana Estonia
mengintegrasikan  sistem untuk mempercepat proses
administrasi. Ini membantu mengelola data dan layanan bagi
aparatur sipil negara untuk meningkatkan kinerja, pelatihan, dan

data kepegawaian (Hima-Kadakas, 2023).

Dalam hal layanan bantuan sosial, INA Digital
memfasilitasi pengecekan dan pengelolaan berbagai bentuk
bantuan sosial secara online, memastikan distribusi yang lebih
tepat sasaran dan transparan, seperti pendekatan digital yang
diterapkan di Estonia dan Singapura (e-Estonia Programme for
Financial Sector) (Estonia, 2024).

Layanan kepolisian di INA Digital memungkinkan akses
online untuk izin penyelenggaraan acara atau keramaian,

memudahkan warga dalam mengajukan dan memeriksa status
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izin mereka, sejalan dengan sistem keamanan terintegrasi di

Estonia.

Layanan kesehatan di INA Digital mencakup antrean
rumah sakit, registrasi dokter, pembuatan atau perpanjangan
STR untuk tenaga kesehatan, serta sertifikasi vaksin dan
imunisasi. Ini mirip dengan sistem e-Health di Estonia, yang
mengintegrasikan data dari penyedia layanan kesehatan untuk
meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan (Story-e-

Estonia).

Portal pelayanan publik di INA Digital menyediakan satu
pintu akses ke berbagai layanan publik, memudahkan akses dan
penggunaan oleh masyarakat, serupa dengan SingPass di
Singapura (SingPass: A Gateway to Singapore's Digital Services
dikutip dari Singpass (2024).

Satu Data Indonesia di INA Digital mengintegrasikan dan
menstandarisasi data pemerintah sehingga data dapat diakses
dan digunakan lebih efisien oleh berbagai instansi, mirip dengan
X-Road di Estonia. Layanan transaksi keuangan negara di INA
Digital menyediakan layanan pembayaran digital untuk transaksi
keuangan negara, meningkatkan transparansi dan efisiensi
dalam pengelolaan keuangan publik. Ini sejalan dengan
pendekatan Denmark dalam menggunakan identitas digital

untuk akses layanan keuangan, dikutip dari Lifein (2024).

Secara global implementasi e-Gov di banyak negara telah
terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi

publik. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan
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negara-negara Eropa telah berhasil mengintegrasikan teknologi
seperti Internet of Things (loT), Big Data, dan Artificial
Intelligence (Al) ke dalam sistem pemerintahan mereka.
Teknologi ini membantu pemerintah memantau infrastruktur
publik secara real-time, menganalisis data besar untuk
pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan
responsivitas layanan publik. Indonesia dapat mengambil
pelajaran dari praktik terbaik ini untuk memperkuat sistem
pemerintahannya sendiri. Selain itu, konsep Knowledge Society
5.0 dari Jepang, yang mengintegrasikan teknologi dengan solusi
untuk masalah sosial, dapat diadopsi untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif. Adopsi prinsip-
prinsip KS50 dapat membantu Indonesia mengatasi
kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan,

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat regional, negara-negara ASEAN seperti
Singapura, Malaysia, dan Thailand telah menunjukkan kemajuan
signifikan dalam pengembangan e-Gov. Singapura sering kali
menempati peringkat atas dalam berbagai indikator e-
government global, mencerminkan keberhasilan mereka dalam
mengintegrasikan teknologi untuk mencapai efisiensi dan

transparansi yang lebih tinggi.

Keberhasilan negara-negara ini memberikan tantangan
dan motivasi bagi Indonesia untuk meningkatkan performa e-
Gov agar dapat bersaing di tingkat regional. Kerjasama regional

melalui inisiatif seperti ASEAN ICT Masterplan menawarkan
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peluang bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan
SPBE. Negara-negara anggota dapat berbagi pengetahuan,
teknologi, dan praktik terbaik, serta berpartisipasi dalam program
pelatihan bersama dan inisiatif pembangunan kapasitas.
Menurut Awaludin (Kominfo, 2023) hal ini dapat membantu
meningkatkan kompetensi pegawai pemerintah  dalam
menggunakan dan mengelola TIK, mengatasi kesenjangan

infrastruktur, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Dengan demikian sinergi KM dan e-Gov tidak hanya
ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan, tetapi juga oleh
sistem evaluasi dan monitoring yang sistematis serta jaminan
keberlanjutan jangka panjang. Instrumen yang tepat berfungsi
untuk mengukur kinerja, efektivitas kebijakan, efisiensi proses,
serta memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan
(continuous improvement). Menurut OECD (2019), negara-
negara dengan strategi evaluasi digital yang kuat cenderung
lebih cepat dalam mengadopsi inovasi dan merespons

kebutuhan masyarakat secara dinamis.

Keberlanjutan KM dan e-Gov harus mempertimbangkan
aspek teknis, kelembagaan, dan finansial. Beberapa strategi

kunci mencakup:

1) Penguatan kapasitas kelembagaan KM dan e-Gov melalui
unit khusus transformasi digital di setiap instansi.
2) Inovasi pembiayaan digital, seperti skema kemitraan

pemerintah-swasta (PPP) untuk investasi infrastruktur digital.
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3) Pembaruan teknologi berkala agar sistem tidak usang dan
tetap kompatibel dengan perkembangan global.
4) Literasi digital ASN dan masyarakat agar transformasi digital

tidak hanya bersifat teknokratis, tapi juga inklusif.

Monitoring, Evaluasi, dan keberlanjutan KM dan e-Gov
juga perlu dilakukan dengan cara membandingkan praktik dan
capaian Indonesia dengan standar internasional. Benchmarking
terhadap Digital Government Index dari OECD atau United
Nations E-Government Development Index (EGDI) dapat
memberikan perspektif global dan mendorong adopsi praktik
terbaik.

Menurut laporan EGDI 2022, negara-negara yang
berhasil membangun KM dan e-Gov yang berkelanjutan
umumnya mengombinasikan evaluasi berbasis data,
pengetahuan dan dengan partisipasi masyarakat yang kuat

dalam perencanaan layanan digital (UN DESA, 2022).

Usulan arah kebijakan ke depan dapat menjadi agenda

strategis menuju Visi Indonesia Emas 2045:

1) Pembangunan Government Cloud Nasional (GovCloud)
untuk menjamin efisiensi dan keamanan data layanan publik
(Kominfo, 2023).

2) Penguatan kerangka arsitektur KM dan e-Gov agar semua

instansi mengikuti blueprint nasional yang terintegrasi.
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3) Pengembangan Layanan Publik Digital Prioritas, seperti
pelayanan sosial, pendidikan, dan administrasi

kependudukan.

4) Pemanfaatan Al dan Big Data Analytics untuk mendukung

pengambilan keputusan yang cerdas.

5) Pembentukan Unit Chief Digital Officer (CDO) di tiap
Kementerian, Lembaga, daerah dan instansi guna memimpin

transformasi digital secara profesional.

Kebijakan KM dan e-Gov memiliki peran strategis dalam
mewujudkan Indonesia Emas 2045. Knowledge Society 5.0
akan tercapai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan
publik, serta daya saing nasional melalui tata kelola berbasis

teknologi dan pengetahuan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, transformasi
digital adalah prasyarat utama dalam pencapaian tujuan

pembangunan nasional (Bappenas, 2023).
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BAB VI. INOVASI DAN PRAKTIK TERBAIK

Beberapa instansi, kementerian, lembaga serta
pemerintah provinsi dan daerah telah mulai mengintegrasikan
KM dan e-Gov melalui portal internal seperti digitalisasi arsip
kebijakan. Didukung oleh Inisiatif SDI menjadi sinergitas KM dan
e-Gov melalui integrasi data sektoral dan metadata nasional
(Bappenas, 2021). Begitu pula di dunia OECD mendorong
integrasi KM dalam digital government sebagai langkah penting
menuju tata kelola publik yang lebih lincah (agile) dan resiliensi
terhadap krisis (OECD, 2020).

KM dan e-Gov harus memikirkan best practices dari
beberapa negara yang telah berhasil dalam infrastruktur dan
kebijakan, serta adopsi inovasi. Inovasi akan berperan menjadi
katalisator guna meningkatkan efisiensi birokrasi, kualitas

layanan publik, dan partisipasi masyarakat.

Inovasi KM dan e-Gov dapat berupa pengembangan
teknologi baru, pembaruan proses bisnis, atau pendekatan
layanan dan memfasilitasi interaksi pemerintah dan masyarakat.
Inovasi ini memungkinkan sektor publik untuk menyediakan
layanan secara daring secara real-time. Beban administratif
dapat dikurangi dengan otomatisasi. Akuntabilitas dan
transparansi secara akurat meningkat. Terlebih pada kualitas
pengambilan keputusan berbasis pengetahuan menjadi lebih
tepat. Inovasi digital harus didukung kolaborasi, keterbukaan
data, dan penguatan teknologi di setiap level organisasi(Mergel,
Edelmann, & Haug, 2019).
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6.1. Praktik Terbaik Global

Secara luas KM dan e-Gov telah diterapkan di beberapa
negara. Berikut negara yang dapat dijadikan rujukan dalam

penerapan inovatif:

1) Estonia: Negara ini dikenal sebagai pelopor digital
government dengan konsep e-Residency, digital ID, dan
layanan publik terpadu (X-Road platform). Hampir seluruh
layanan publik tersedia secara daring, termasuk (e-voting)
pemilu elektronik (e-Estonia, 2024).

2) Korea Selatan: Menerapkan sistem Government 3.0 yang
menekankan keterbukaan data, personalisasi layanan publik,
dan kolaborasi antar instansi. Korea juga memiliki e-People,
sebuah platform pengaduan publik nasional yang efisien dan
responsif (UN DESA, 2022).

3) Singapura: Melalui Smart Nation |Initiative, pemerintah
Singapura menerapkan ekosistem digital terpadu termasuk
Myinfo, yang memungkinkan masyarakat mengakses
berbagai layanan publik dengan satu identitas digital
(GovTech Singapore, 2023).

6.2. Representasi Kawasan Global, Regional dan Nasional

Berdasarkan ulasan tentang kawasan, negara Indonesia
harus berinteraksi dengan negara lain sebagai bagian dari
kehidupan berbangsa dan bernegara. Ulasan kawasan ini

merujuk pada global, regional, dan nasional
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6.2.1. Kawasan Global

Perbincangan tentang e-Gov telah menjadi fokus utama
di banyak negara. e-Gov diakui memberikan berbagai manfaat,
termasuk peningkatan transparansi, efisiensi, dan partisipasi
publik. Di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan
negara di Eropa telah berhasil dalam sistem e-Gov yang
kompleks dan terpadu. Sistem ini dapat meningkatkan efisiensi
operasional serta memperkuat kepercayaan publik terhadap
pemerintahan. Tren ini mendorong negara berkembang untuk

mengadopsi praktik terbaik internasional.

Laporan global menunjukkan bahwa negara dengan
tingkat e-Gov yang tinggi cenderung memiliki tata kelola yang
baik dan tingkat korupsi yang rendah. Keberhasilan ini telah
menjadi sumber inspirasi bagi Indonesia dalam memanfaatkan
KM dan e-Gov sehingga sistem pemerintahan dapat lebih
transparan dan akuntabel (Atmojo dan Nurwulan, 2020).
Ditambah adanya revolusi Industri 4.0 dan KS50 menekankan
pentingnya integrasi teknologi dalam semua aspek kehidupan,

termasuk pemerintahan.

Knowledge Society 5.0 adalah konsep yang
diperkenalkan oleh Jepang, melangkah lebih jauh dengan
menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan
kualitas hidup manusia. Konsep ini menggabungkan inovasi
teknologi dengan solusi untuk masalah sosial, seperti penuaan
populasi dan keberlanjutan lingkungan. Indonesia, sebagai

bagian dari komunitas global, perlu mengadopsi prinsip-prinsip
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KS50 sehingga dapat memastikan bahwa sinergi KM dan e-Gov
tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif tetapi juga

berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Integrasi teknologi yang inovatif dengan pendekatan
humanistik dapat membantu Indonesia dalam menciptakan
sistem pemerintahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Meskipun banyak peluang, namun berbagai tantangan perlu
dihadapi Indonesia dalam konteks global. Salah satu tantangan
terbesar adalah kesenjangan digital, yang merujuk pada
perbedaan akses terhadap teknologi antara daerah perkotaan

dan pedesaan.

Di banyak negara, pemerintah pusat memainkan peran
penting dalam menetapkan kerangka untuk e-Gov. Misalnya, di
Norwegia, pemerintah telah mengadopsi arsitektur perusahaan
sebagai alat strategis untuk memajukan upaya e-Gov.
Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan koherensi dan
meningkatkan interoperabilitas di antara berbagai lembaga
pemerintah, memastikan bahwa layanan disampaikan dengan

efisien dan efektif.

Adapun di Belanda, lembaga lokal mengelola inisiatif e-
Gov, pemerintah pusat memberikan kebijakan dan standar yang
menyeluruh untuk membimbing upaya ini. Pendekatan ganda ini
menyoroti pentingnya baik pemerintahan pusat maupun lokal
dalam penerapan e-Gov yang sukses. Selain itu, integrasi
layanan e-Gov di berbagai departemen sangat penting untuk

meningkatkan penyampaian layanan. menekankan perlunya
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pendekatan "seluruh pemerintah", yang mengkonsolidasikan
sistem e-Gov dari berbagai lembaga untuk mencegah redudansi

dan meningkatkan efisiensi.

Model terintegrasi dan sinergi antara KM dan e-Gov akan
menyederhanakan proses, mendorong kolaborasi di antara
berbagai entitas pemerintah, sehingga meningkatkan kualitas
keseluruhan layanan publik. Interoperabilitas antara organisasi
pemerintah dan non-pemerintah adalah faktor penting lainnya

dalam keberhasilan sinergi KM dan e-Gov.

Inisiatif KM dan e-Gov yang efektif memerlukan
kemampuan untuk berbagi dan mengintegrasikan informasi dan
pengetahuan di seluruh organisasi terkoneksi. Interoperabilitas
ini memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik di
antara lembaga sehingga mengarah pada peningkatan

penyampaian layanan dan keterlibatan warga.

Selain peran pemerintah pusat dan daerah, seringkali
muncul lembaga khusus untuk mengawasi inisiatif e-Gov. Di
negara berkembang, lembaga e-Gov secara khusus dibentuk
untuk mendorong transformasi digital layanan publik. Agen-agen
ini bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan,
menerapkan solusi teknologi, dan memastikan bahwa layanan e-
Gov memenuhi kebutuhan warga. Agen-agen tersebut
memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan
antara teknologi dan administrasi publik, memastikan bahwa

inisiatif e-Gov selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
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Selain itu, peran masyarakat sipil dan keterlibatan warga tidak

dapat diabaikan.

Inisiatif KM dan e-Gov bertujuan untuk meningkatkan
transparansi dan mendorong partisipasi warga dalam
pemerintahan. membahas pentingnya media sosial dalam
mempromosikan e-partisipasi. Pemerintah demokratis harus
memanfaatkan platform ini untuk melibatkan warga dengan aktif.
Keterlibatan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan
dan memastikan bahwa layanan e-pemerintahan atau digital

government responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pentingnya nilai publik untuk menilai layanan KM dan e-
Gov. Argumen bahwa KM dan e-Gov seharusnya meningkatkan
kualitas layanan dan efisiensi manajemen publik. Perspektif ini
menekankan perlunya institusi tidak hanya fokus pada aspek
teknologi, tetapi juga nilai kepada warga, serta memastikan

inisiatif selaras dengan harapan publik.

Keberhasilan pelaksanaan KM dan e-Gov bergantung
pada keterlibatan aktif berbagai institusi, termasuk pemerintah
pusat dan daerah, lembaga khusus, serta organisasi masyarakat
sipil. Integrasi layanan, interoperabilitas antar lembaga, dan
fokus pada nilai publik adalah komponen penting yang
berkontribusi pada efektivitas inisiatif KM dan e-Gov. Seiring
negara-negara terus menavigasi kompleksitas tata kelola digital,
memahami peran institusi-institusi tentu sangat penting untuk

mendorong sistem KM dan e-Gov yang efektif serta
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meningkatkan penyampaian layanan publik dan keterlibatan

warga.

6.2.2. Kawasan Regional

Negara-negara ASEAN telah menunjukkan kemajuan
signifikan dalam pengembangan e-Gov. Negara seperti
Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki indeks e-Gov yang
lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Singapura, misalnya, sering
kali berada di peringkat atas dalam berbagai indikator e-Gov
global.  Singapura mencerminkan  keberhasilan dalam
mengintegrasikan teknologi dalam administrasi publik untuk
mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan transparansi yang lebih
baik.

Malaysia juga telah membuat langkah besar dalam
penerapan e-Gov dengan fokus pada peningkatan layanan
publik digital dan memperkuat infrastruktur teknologi.
Keberhasilan negara-negara ini memberikan tantangan
sekaligus motivasi bagi Indonesia untuk meningkatkan performa
SPBE-nya agar dapat bersaing di tingkat regional seperti
diungkap oleh Gafar (2017).

Kerjasama regional di ASEAN menawarkan peluang bagi
Indonesia untuk mempercepat sinergi KM dan e-Gov. ASEAN
sebagai organisasi regional memiliki berbagai inisiatif untuk
mendorong kolaborasi di bidang TIK (Rumata dan
Sastrosubroto, 2021). Melalui ASEAN ICT Masterplan, negara

anggota diharapkan dapat saling berbagi pengetahuan,
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teknologi, dan praktik terbaik dalam pengembangan KM dan e-

Gov.

Kolaborasi ini memungkinkan Indonesia untuk belajar dari
pengalaman negara-negara tetangga yang lebih maju dalam
penerapan, serta berpartisipasi dalam proyek-proyek regional
agar meningkatkan kapabilitas teknologi dan SDM. Salah satu
contoh, program pelatihan bersama dan inisiatif pembangunan
kapasitas dapat membantu meningkatkan kompetensi pegawai

pemerintah Indonesia dalam menggunakan dan mengelola TIK.

Namun, tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam
konteks regional adalah kesenjangan infrastruktur dan SDM.
Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga yang memiliki
infrastruktur TIK yang lebih baik, Indonesia masih perlu
melakukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur
digital, terutama di daerah-daerah terpencil. Kesenjangan
infrastruktur ini menyebabkan ketidakmerataan dalam akses dan

kualitas layanan SPBE di berbagai wilayah di Indonesia.

Selain itu, kualitas SDM juga menjadi kendala. Pelatihan
dan pengembangan bagi SDM yang memiliki kapasitas harus
berkelanjutan untuk memastikan bahwa pegawai pemerintah
memiliki keterampilan yang diperlukan dalam mengoperasikan
dan mengelola sistem KM dan e-Gov dengan efektif. Kolaborasi
regional dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan
menyediakan akses ke program pelatihan dan sumber daya
yang relevan. ASEAN berupaya untuk menyelaraskan kebijakan

TIK di antara negara-negara anggotanya untuk memastikan

127



interoperabilitas dan standar yang seragam. Langkah ini
bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi
pengembangan KM dan e-Gov yang lebih efektif di seluruh
kawasan regional (Aminah dan Saksono, 2021). Keberhasilan
negara-negara tersebut terletak pada konsistensi
kepemimpinan, kerangka hukum yang jelas, dan investasi

jangka panjang dalam kapasitas digital.

6.2.3. Kawasan Nasional

Indonesia perlu aktif terlibat dalam proses penyelarasan
kebijakan untuk memastikan sesuai dengan standar
internasional dan regional. Kondisi ini dapat mendukung
integrasi yang lebih baik dengan sistem KM dan e-Gov di dunia.
Oleh karena itu sangat penting aspek keamanan siber,
perlindungan data, dan privasi yang menjadi perhatian utama
dalam era digital (Utomo, dkk., 2020).

KM dan e-Gov dapat mendukung good governance juga
dapat mempercepat proses demokrasi. Pemerintah dapat
mengandalkan akses informasi dan pengetahuan secara
transparan, adil, dan akuntabel kepada warga. Terutama dalam
memfasilitasi dan meningkatkan kualitas layanan serta
memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan

seperti e-mail, website, konektivitas percakapan, dan lain-lain.

KM dan e-Gov juga harus dianggap sebagai kebijakan
inklusif sosial untuk pengembangan administrasi pemerintahan.

Kebijakan ini mencakup penyediaan layanan kepada
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masyarakat dengan  pengumpulan informasi  melalui
pengembangan kelembagaan dan komunikasi. Ketersediaan
fitur atau modul aplikasi KM dan e-Gov: G2C (Government to
Citizen), G2G (Government to Government), G2B (Government

to Business), G2E (Government to Employee).

Pada G2C vyaitu konsep menghubungkan antara
pemerintah dengan warga negara untuk memajukan
kesejahteraan sosial dan pelayanan publik demi kepentingan
masyarakat. Selain itu untuk memastikan pemerataan informasi,
penerimaan umpan balik warga, dan meningkatkan layanan
kesejahteraan, KM dan e-Gov juga merupakan salah satu sektor
prioritas pembangunan Pitalebar Indonesia. Prioritas ditujukan
pada lima sektor, yaitu e-Pemerintahan, e-Kesehatan, e-

Pendidikan, e-Logistik, dan e-Pengadaan.

Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa dalam rangka
memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang
bersifat nasional dan pada ayat (4) dijelaskan bahwa
Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang
terdiri atas sistem informasi elektronik atau nonelektronik,
sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil
pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola
pengaduan dan penilaian kinerja. Berdasarkan hal tersebut,

dapat dipahami bahwa sinergi KM dan e-Gov akan
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mempermudah penyelenggaraan pelayanan publik yang

berdaya guna dan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Seperti diuraikan pada representasi Sistemas dan Asta
Gatra, ketahanan nasional Indonesia masih memiliki
kesenjangan digital yang signifikan, yang menghambat upaya
pemerintah untuk menyediakan layanan digital yang merata di
seluruh negeri (Aminah dan Saksono, 2021). Selain itu,
keamanan siber menjadi perhatian utama dalam era digital.
Serangan siber terhadap infrastruktur pemerintah dapat memiliki
dampak yang merusak, mengancam privasi data publik, dan
akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem
KM dan e-Gov.

Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan
kebijakan keamanan siber yang kuat dan memastikan bahwa
sistem KM dan e-Gov dilengkapi dengan langkah-langkah
perlindungan yang memadai (Utomo, dkk., 2020). Kebijakan dan
regulasi di tingkat regional juga memainkan peran penting dalam
pengembangan KM dan e-Gov di Indonesia dengan melibatkan
berbagai faktor penting, termasuk kebijakan pemerintah,
infrastruktur teknologi, SDM, serta budaya organisasi. Semua
lembaga pemerintah harus mengadopsi teknologi digital guna
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam

administrasi publik (Jefri dan Firdausy, 2023).

Pemimpin digital (digital leadership) juga sangat
diperlukan guna menginspirasi perubahan budaya organisasi

yang mendukung inovasi dan penggunaan teknologi dalam
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pemerintahan (Utomo, dkk., 2020). Budaya organisasi yang
adaptif dan proaktif sangat penting untuk keberhasilan sinergi
KM dan e-Gov. Pemerintah perlu mendorong budaya kerja yang
mendukung inovasi dan responsif terhadap perubahan teknologi
dan tuntutan masyarakat. Namun, Pendekatan haruslah fleksibel
dan inovatif dalam memberikan layanan publik. Koordinasi antar
lembaga juga harus menanggalkan ego sektoral (Farida dan
Lestari, 2021). Kolaboratif dan integrasi diperlukan untuk
memastikan implementasi SPBE yang lebih efisien dan efektif
(Martitah, dkk., 2021). Hal penting lainnya adalah kesiapan

anggaran dan pembangunan infrastruktur untuk SDI.

6.3. Langkah Adopsi Praktit Terbaik (Best Practice)

Berikut adalah inovasi yang layak sebagai bentuk praktik
baik: a) Layanan Terpadu SPBE melalui Portal Nasional
(https://www.indonesia.go.id) yang mengintegrasikan berbagai
layanan lintas Kementerian; b) SRIKANDI (Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang mendigitalisasi
pengelolaan arsip secara nasional; c¢) LAPOR! (Layanan
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) sebagai media
partisipasi publik yang digunakan oleh lebih dari 600 instansi
pemerintah; d) Digital Signature dan Single Sign-On (SSO)

untuk mendukung efisiensi layanan antar platform pemerintahan.

Menurut Prasojo & Nugroho (2021), adopsi inovasi SPBE
Indonesia masih memerlukan penguatan tata kelola,

interoperabilitas antar platform, serta perluasan budaya digital di
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tingkat daerah. inovasi dapat berjalan secara berkelanjutan,
diperlukan faktor pendukung seperti: a) kepemimpinan yang
progresif, terutama dari pimpinan tertinggi lembaga/daerah; b)
fleksibilitas regulasi, agar dapat mengikuti perkembangan
teknologi; c) kemitraan multi-aktor, termasuk sektor swasta dan
komunitas teknologi; dan d) manajemen risiko digital, untuk

menjaga kepercayaan publik terhadap layanan daring.

Inovasi untuk KM dan e-Gov memerlukan ruang
eksperimentasi (sandboxing) serta pembelajaran lintas wilayah
agar dapat berkembang adaptif terhadap konteks lokal. Untuk
mempercepat adopsi inovasi dan replikasi praktik terbaik,
diperlukan: a) mengembangkan pusat inovasi e-Government
nasional; b) melakukan benchmarking rutin terhadap negara-
negara maju; ¢) memberikan insentif bagi daerah/instansi yang
berhasil meluncurkan inovasi digital; dan d) meningkatkan
kolaborasi dengan startup digital lokal untuk mengembangkan

solusi yang kontekstual.
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BAB VII. REKOMENDASI SINERGI KNOWLEDGE
MANAGEMENT DAN E-GOVERNMENT

Transformasi digital melalui KM dan e-Gov merupakan
instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang adaptif, efisien, dan responsif. Implementasi SPBE saat ini
telah menunjukkan kemajuan bagi pemerintahan di Indonesia.
Namun berbagai tantangan sistemik akan terus muncul karena
dinamika global, regional dan nasional. Oleh karena itu,
dibutuhkan langkah strategis yang menyeluruh dan sinergis
untuk memperkuat keberlanjutan dan efektivitas transformasi
digital melalui KM dan e-Gov dalam mewujudkan good

governance.

7.1. Tahapan Sinergi KM dan e-Gov

Berikut diusulkan tahapan sinergi KM dan e-Gov di era
Knowledge Society 5.0 sebagai strategi mewujudkan Good

Governance:

1) Penguatan Regulasi dan Kebijakan Adaptif.
Pemerintah perlu menyusun regulasi yang lebih fleksibel dan
adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi.
Misalnya, regulasi terkait penggunaan Al, Big Data, dan
Blockchain dalam layanan publik. Meningkatkan regulasi
SPBE yang telah ditetapkan untuk mendorong inovasi digital
ke arah sinergi KM dan e-Gov, serta menurunkan regulasi
dari UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022)
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2)

3)

4)

menjadi pedoman dalam menjamin keamanan informasi
publik.

Interoperabilitas Sistem dan Integrasi Data.

Fragmentasi sistem informasi antar-instansi masih menjadi
penghambat utama. Saat ini setiap kementerian/lembaga
cenderung membangun sistem sendiri tanpa koordinasi lintas
sektor. Hal ini dapat diatasi dengan penerapan arsitektur
SPBE nasional yang mengutamakan interoperabilitas melalui
Government Enterprise Architecture (GEA), serta penguatan
Government Data Exchange (GDX) sebagai platform
pertukaran data nasional di samping memperkuat sinergi KM
dan e-Gov.

Peningkatan Kapasitas SDM Digital Pemerintah.

Kapasitas SDM masih menjadi titik lemah dalam penerapan
SPBE, terutama di daerah. Kompetensi dalam manajemen
digital, keamanan siber, dan desain layanan publik digital
masih belum merata. Perlunya pembentukan Digital
Government Academy (DGA) dan pelatihan wajib bagi ASN,
serta penempatan Chief Digital Officer (CDO) di setiap
instansi untuk memimpin transformasi digital secara
profesional.

Partisipasi Publik dan Desain Berbasis Kebutuhan.
Pemerintah dapat mengembangkan layanan publik digital
berbasis kebutuhan pengguna User-Centered Design (UCD).
Pengguna dapat dilibatkan dalam merancang layanan
merupakan kunci keberhasilan adopsi KM dan e-Gov terbaik.

Pendekatan co-creation dapat dilakukan melalui forum
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5)

6)

7)

konsultasi publik digital, serta evaluasi berbasis pengalaman
pengguna User Experience Audit (UED).

Pendanaan Berkelanjutan dan Skema Investasi Inovatif.
Keterbatasan anggaran TIK di daerah dan lembaga pusat
sering menjadi penghambat pelaksanaan proyek e-Gov.
Perlunya promosi untuk skema pembiayaan yang inovatif dan
kolaboratif. Skema Public-Private Partnership (PPP) dapat
digunakan dalam pembangunan infrastruktur digital serta
alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Digital untuk daerah
tertinggal.

Keamanan Siber dan Perlindungan Data.

Meningkatnya ancaman siber terhadap data pemerintah dan
privasi masyarakat membutuhkan pendekatan keamanan
siber yang holistik. Perlu dilakukan penerapan Zero Trust
Architecture (ZTA), audit keamanan sistem SPBE secara
berkala, serta peningkatan kapasitas tim Computer
Emergency Response Team (CERT) nasional.

Penguatan Monitoring dan Evaluasi SPBE. Monitoring dan
evaluasi masih bersifat administratif dan kurang mengukur
dampak terhadap pelayanan publik. Diperlukan integrasi
sistem pemantauan berbasis data real-time dan penilaian
berbasis outcome, indeks keterbukaan data, dan indeks
kepuasan publik. Proses otomatisasi ini dapat diterapkan
melalui sinergi KM dan e-Gov.
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7.2. Sinergi Good Government dan Governance

Dengan sinergi bidang, diharapkan setiap unit
pelaksanaan pemerintahan dapat berkontribusi secara optimal
dalam sinergi KM dan e-Gov. Praktik yang efektif dan
terkoordinasi dapat memastikan tujuan transformasi digital
menuju Good Government and Governance. Berikut sinergi

bidang yang diusulkan:

1) Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengintegrasikan sistem
registrasi hukum dan administrasi ke dalam KM dan e-Gov
untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi, termasuk
layanan pendaftaran perusahaan, hak kekayaan intelektual,
dan layanan imigrasi. Sistem dapat mempercepat proses

peradilan elektronik (e-justice).

2) Sosial Kependudukan. KM dan e-Gov dapat
mengintegrasikan data penerima bantuan sosial dengan
memastikan distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran dan
akurat. Sistem dapat memudahkan masyarakat dalam
mengakses informasi dan mendaftar program bantuan

sosial.

3) Perindustrian dan Perdagangan. KM dan e-Gov dapat
mendukung digitalisasi industri melalui pengembangan
platftorm yang memfasilitasi industri 4.0, termasuk
manajemen rantai pasok digital dan integrasi sistem
produksi. Sistem juga dapat mendorong adopsi teknologi
digital di kalangan UMKM.
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6)

7)

Bidang Statistik. KM dan e-Gov dapat digunakan dalam
sistem pengumpulan data untuk meningkatkan akurasi dan
efisiensi data nasional. Sistem dapat dikembangkan menjadi
platform terbuka yang terintegrasi, yang dapat diakses oleh

instansi lain dan publik.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mengembangkan platform
digital untuk mempromosikan destinasi wisata dan ekonomi
kreatif yang terintegrasi dengan KM dan e-Gov. Sistem dapat
mengelola dan mempromosikan industri pariwisata dan

ekonomi kreatif secara lebih efektif.

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Mengintegrasikan sistem pemantauan infrastruktur dengan
KM dan e-Gov untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas proyek infrastruktur. Sistem manajemen proyek
digital dapat memastikan efisiensi dan pengawasan yang
lebih baik.

Bidang  Meteorologi, Klimatologi, dan  Geofisika.
Mengintegrasikan sistem peringatan dini dan pemantauan
ikim dengan KM dan e-Gov untuk memastikan informasi
cuaca, iklim, dan bencana dapat diakses dengan cepat oleh
pemerintah dan masyarakat. Sistem dapat menyebarkan
informasi terkait iklim dan bencana secara lebih luas dan

efisien.

Energi dan Sumber Daya Mineral. Sistem manajemen energi
nasional yang terintegrasi dengan KM dan e-Gov dapat

memantau dan mengelola sumber daya energi secara
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9)

efisien. Platform digital dapat ditingkatkan untuk mendukung

transisi ke energi terbarukan.

Perhubungan dan Transportasi. Mengintegrasikan sistem
transportasi nasional dengan KM dan e-Gov dalam
memantau lalu lintas, manajemen angkutan umum, dan
infrastruktur transportasi secara real-time. Sistem juga dapat
dikembangkan menjadi e-ticketing dan payment yang

terintegrasi.

10) Kelautan dan Perikanan. Mengembangkan sistem

pemantauan dan manajemen sumber daya kelautan dan
perikanan dan bersinergi dengan KM dan e-Gov guna
memastikan keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan sumber

daya laut.

11) Otoritas Jasa Keuangan. KM dan e-Gov dapat melakukan

pengawasan sektor keuangan dan meningkatkan
transparansi, keamanan, dan efisiensi. Bentuk keuangan
digital melalui fintech, blockchain dan sebagainya dapat

diadopsi di era KS50 dengan regulasi yang memadai.

12) Komunikasi dan Informatika. KM dan e-Gov dapat

mempercepat pencegahan dari kerugian di bidang TIK.
Diperlukan pengembangan infrastruktur TIK di seluruh
Indonesia, terutama di daerah terpencil dan terluar. Digital
leadership menjadi inisiatif nasional, memastikan semua
warga negara, terutama kelompok rentan, memahami dan

dapat mengakses layanan digital.
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13) Administrasi Dalam Negeri. Mengintegrasikan data
kependudukan dengan sistem identitas digital nasional untuk
mempermudah akses warga negara ke berbagai layanan
KM dan e-Gov. Pemerintah wajib proaktif dalam
menggunakan sistem digital melalui bimbingan teknis dan

pengawasan.

14) Keamanan Siber dan Sandi Negara. Mengembangkan
strategi keamanan siber nasional yang lebih komprehensif,
dengan fokus pada perlindungan data sensitif pemerintah
dan respon cepat terhadap insiden siber. Diperlukan audit
keamanan siber secara berkala di seluruh instansi

pemerintah.

15) Bidang Keuangan Nasional. Mengintegrasikan sistem
keuangan nasional dalam KM dan e-Gov guna
meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan
anggaran. Pengembangan sistem e-procurement yang
terintegrasi dengan KM dan e-Gov untuk mencegah korupsi

dan mempercepat proses pengadaan.

16) Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Platform e-
learning nasional yang terintegrasi dengan KM dan e-Gov
dapat memperluas akses pendidikan, terutama di daerah
terpencil. Literasi digital ditingkatkan di sekolah sebagai

bagian dari kurikulum nasional.

17) Bidang Kesehatan. Sistem informasi kesehatan nasional
diintegrasikan dengan KM dan e-Gov guna meningkatkan

akses ke layanan kesehatan, termasuk penjaminan sosial,
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telemedicine dan rekam medis elektronik yang dapat diakses

secara nasional.

18) Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. Sinergi KM
dan e-Gov dapat meningkatkan koordinasi antar-
kementerian dan Lembaga dalam  perencanaan

Pembangunan Nasional.

19) Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem pemantauan
lingkungan berbasis KM dan e-Gov dapat melakukan
pelacakan real-time terhadap kualitas udara, air, dan

pengelolaan limbah.

20) Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Adopsi
teknologi KM dan e-Gov di tingkat lokal melalui pelatihan,
penyediaan infrastruktur TIK, dan dukungan kebijakan dari
pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu

mengintegrasikan sistem layanan secara nasional.

21) Lembaga Non-Pemerintah dan Sektor Swasta. Menggalang
kerjasama antar stakeholder untuk mengembangkan solusi
inovatif dalam KM dan e-Gov, seperti e-payment, identitas

digital, dan layanan publik berbasis Al.

22) Masyarakat Sipil. Meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengembangan dan pengawasan KM dan e-Gov

melalui platform umpan balik dan partisipasi publik.

23) Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian.
Mengembangkan riset dan inovasi yang dapat mendukung

pengembangan, integrasi, dan sinergi KM dan e-Gov,
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termasuk dalam bidang keamanan siber, manajemen data,

dan analitik.

Demikian beberapa bidang pemerintahan yang dapat
direkomendasikan.  Diuraikan secara singkat tentang
pemanfaatan teknologi KM dan e-Gov dapat efektif, holistik,
integral dan komprehensif. Diharapkan sumbangsih tulisan ini
dapat mengoptimalkan peran KM dan e-Gov yang inklusif,
sehingga seluruh aspek pemerintahan dapat diintegrasikan dan

sinergi sebagai kunci keberhasilan transformasi digital.
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